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1 PENDAHULUAN 
Pada September 2018, terjadi gempa berkekuatan 7,4 dengan episentrum yang terletak di 81 kilometer 
utara Palu, ibukota Sulawesi Tengah, menyebabkan goncangan tanah yang kuat, likuifaksi, dan 
tsunami dekat daratan. Serangkaian peristiwa ini menyebabkan lebih dari 4.000 korban jiwa, 170.000 
orang terlantar, 100.000 rumah rusak, dan total kerugian ekonomi serta kerusakan mencapai Rp23 
triliun1.  

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP) dibiayai oleh Bank Dunia dan 
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan mendukung 
masyarakat sasaran dengan membangun kembali dan memperkuat perumahan dan fasilitas umum. 
Selain itu, Komponen Kontijensi Tanggap Darurat (CERC) dari Program Kota Tanpa Kumuh 
(NSUP/KOTAKU), yang juga dibiayai oleh Bank Dunia, diaktifkan, dan mendukung kegiatan persiapan 
untuk CSRRP termasuk studi teknis, persiapan lahan, dan instrumen perencanaan serta membiayai 
pembangunan dari beberapa fasilitas yang sangat dibutuhkan. 

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini telah disiapkan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memandu penyaringan, dan penilaian sosial dan 
lingkungan selanjutnya dari kegiatan proyek dan sub-proyek. Persyaratan dan proses yang ditetapkan 
dalam ESMF ini memenuhi Kerangka Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia dan Standar 
Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku.  

1.1 Ruang Lingkup, Dasar Pemikiran dan Tujuan ESMF  
Rincian spesifik dan lokasi investasi proyek akan dikonfirmasi pada tahap implementasi proyek. 
Dengan demikian, pendekatan kerangka kerja ditetapkan untuk desain proyek. 

Uji tuntas kelayakan lingkungan dan sosial yang dilakukan selama persiapan proyek telah menentukan 
bahwa risiko lingkungan yang terkait dengan kegiatan proyek yang diusulkan adalah substansial dan 
risiko sosialnya tinggi, sehingga memerlukan penilaian lingkungan dan sosial tambahan serta langkah-
langkah pengelolaan.  

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh CSRRP2 dan Fasilitas 
Terkait sebagaimana didefinisikan dalam ESF (lihat Bagian 3.3.1) terlepas dari sumber pendanaan.  

Tujuan ESMF ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi dan menentukan tipologi proyek yang memenuhi syarat untuk didukung 
dalam program CSRRP melalui proses penyaringan. 

2. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek 
dan sub-proyek yang diusulkan. 

3. Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas untuk memandu penyaringan 
lingkungan dan sosial serta penilaian dan klasifikasi risiko selanjutnya. 

4. Menetapkan standar dan prosedur untuk pengelolaan risiko dan dampak yang diidentifikasi 
dari kegiatan proyek dan sub-proyek sesuai dengan hierarki mitigasi. 

5. Menentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai dari pemangku kepentingan yang 
diidentifikasi dan garis besar prosedur pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan dan sosial. 

                                                      

1 Sistem Data dan Informasi Pasca Bencana Sulawesi Tengah (diungkapkan dalam presentasi Gubernur mengenai situasi 
terkini), ver. Maret 2019. 
2 Kegiatan yang dibiayai berdasarkan CERC NSUP sedang dilaksanakan sesuai dengan ESMF dalam NSUP. 
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6. Menentukan pelatihan, peningkatan kemampuan dan bantuan teknis yang diperlukan 
untuk mengimplementasikan ketentuan ESMF dan instrumen terkait dengan sukses.  

7. Menetapkan anggaran untuk implementasi ESMF dan instrumen terkait. 

Proyek ini terkait dengan penerapan Komponen Kontinjensi Tanggap Darurat (CERC)3 dalam Program 
Kota Tanpa Kumuh (NSUP) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Pembiayaan CERC tersedia untuk 
menangani upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendesak, dalam hal ini Sulawesi Tengah. 
Pekerjaan sipil seperti pembukaan dan pengembangan lahan, pembangunan perumahan permanen 
dan infrastruktur permukiman terkait, dan fasilitas umum telah dimasukkan dalam CERC.  

ESMF ini dibangun di atas langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial yang ada yang terdapat 
di NSUP dan CERC, dengan langkah-langkah tambahan untuk ketentuan yang relevan dari Standar 
Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku sesuai dengan ESF. Sementara itu, langkah-langkah 
tambahan tersebut, khususnya menangani pencegahan bencana, pengelolaan tenaga kerja, 
masyarakat, risiko kesehatan dan keselamatan—termasuk Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan 
Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA) - juga akan tersedia untuk kegiatan-kegiatan dalam CERC-
NSUP.  

1.2 Struktur ESMF 
ESMF berfungsi sebagai pedoman menyeluruh untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial dari 
proyek. ESMF dibagi menjadi dua volume.  

Volume 1 (Kerangka Kerja) disusun sebagai berikut: 

• Bab 1 memberikan konteks proyek dan deskripsi proyek serta komponen-komponennya. 
• Bab 2 menguraikan kebijakan, perundang-undangan dan kerangka kerja peraturan yang 

relevan dengan proyek ini. 
• Bab 3 merinci penilaian lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek termasuk risiko dan 

dampak yang diharapkan.  
• Bab 4 memberikan panduan langkah demi langkah tentang proses pengelolaan lingkungan 

dan sosial, termasuk panduan mengenai penyaringan sub-proyek dan kegiatannya, dan 
direktori toolkit yang disediakan dalam Volume 2 dari ESMF.  

• Bab 5 menetapkan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial secara 
keseluruhan, langkah-langkah peningkatan kemampuan, dan pertimbangan anggaran.  

• Bab 6 merangkum keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi yang 
diusulkan untuk proyek. 

• Bab 7 merinci Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM). 

Volume 2 (Toolkit) melengkapi Volume 1 dengan menyediakan toolkit untuk persiapan instrumen 
lingkungan dan sosial yang relevan. Toolkit ini mencakup beberapa alat, prosedur, pedoman, formulir, 
dan templat yang dimaksudkan untuk membantu mengimplementasikan kerangka kerja ini. 

Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
(SEP), yang disepakati selama fase persiapan proyek, memberikan panduan keseluruhan untuk 
komitmen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disepakati, serta konsultasi dan pendekatan 
keterlibatan yang disepakati dengan kelompok pemangku kepentingan terkait, khususnya masyarakat 
sasaran. ESCP dan SEP disajikan sebagai dokumen mandiri. 

                                                      
3 CERC-NSUP disiapkan berdasarkan kebijakan pengamanan Bank Dunia. Instrumen pengamanan yang relevan, termasuk 
ESMF NSUP dan Panduan Operasi Tanggap Darurat (EROM) telah disetujui dan dibersihkan oleh Bank Dunia untuk 
mengakomodasi aktivasi CERC.  
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1.3 Konteks Pasca Bencana 

1.3.1 Dampak Bencana 
Daerah yang terkena bencana termasuk daerah yang terkena dampak gempa bumi di kota Palu dan 
kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong; delapan (8) kelurahan dan desa yang terkena dampak 
likuifaksi di Palu dan Sigi; dan wilayah yang terkena dampak tsunami di 13 kelurahan dan desa di Palu 
dan Donggala (lihat Gambar 1 1). 

Peristiwa bencana menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, bangunan, aset publik, dan lahan 
pertanian; dan menghancurkan tiga lingkungan perumahan (Balaroa dan Petobo di Palu, dan Jono Oge 
di Sigi). Hingga 1.129 fasilitas pendidikan dan 172 fasilitas kesehatan terkena dampak bencana. Sekitar 
173.000 orang (55.172 rumah tangga) telah mengungsi di 400 lokasi. Sebagian besar pengungsi ini 
ditemukan di Kabupaten Sigi, diikuti oleh Kota Palu.  

1.3.2 Upaya Pemulihan 
Kelompok kerja antar-lembaga yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) telah mengembangkan Rencana Induk Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Bencana 
Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah (“Rencana Induk”) sebagai dokumen pedoman untuk 
kebijakan dan strategi yang disepakati untuk pemulihan daerah yang terkena bencana. Rencana Induk 
menyoroti pedoman untuk perencanaan tata ruang, infrastruktur, perumahan, sosial ekonomi, dan 
pemulihan institusional untuk diimplementasikan sebagai peraturan gubernur, memandu rehabilitasi 
regional dan rencana aksi rekonstruksi. 

Respon dan Pemulihan Dini 

Hunian Sementara (Huntara) 

Kementerian PUPR, LSM, dan lembaga swasta telah menyediakan fasilitas perumahan sementara 
untuk melindungi orang yang terkena dampak sampai perumahan permanen dibangun kembali. PUPR 
menerima mandat untuk membangun 699 unit hunian sementara (Huntara), masing-masing dengan 
kapasitas untuk menampung 12 rumah tangga. Huntara ini didukung dengan infrastruktur dan layanan 
publik seperti sekolah, pusat kesehatan, tempat ibadah, tempat rekreasi, dan kantor administrasi.   

Pemulihan Dini Layanan Sosial dan Dukungan Mata Pencaharian 

Bantuan dukungan mata pencaharian disediakan oleh Departemen Sosial masing-masing daerah di 
bawah koordinasi Departemen Sosial Provinsi dan pengawasan Kementerian Sosial (dalam Direktorat 
Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial). Bantuan yang dimaksud termasuk bantuan keuangan 
yang diberikan kepada mereka yang tinggal di hunian sementara sebagai bentuk insentif. Paket 
bantuan keuangan tambahan untuk jangka waktu lama saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah 
kabupaten dan kota.  

Pemulihan Jangka Panjang  

Pemetaan Zona Rawan Bencana  

Lembaga antar kementerian terkait telah mengembangkan peta zona rawan bencana (ZRB)4 sebagai 
referensi tata ruang untuk pemulihan. Zona merah atau area tanpa bangunan telah diidentifikasi dan 

                                                      
4 Peta ini mengkategorikan area sebagai i) zona tanpa penggunaan/ZRB 4 (ditandai sebagai zona merah di mana tidak ada 
pembangunan kembali dan permukiman baru diizinkan, dan unit perumahan direkomendasikan untuk relokasi); b) zona 
penggunaan terbatas/ZRB 3 (ditandai sebagai zona oranye dimana kode bangunan ketat dengan penggunaan terbatas (misal, 
permukiman) akan diberlakukan); c) zona penggunaan bersyarat (ditandai sebagai zona kuning di mana kode bangunan seismik, 
tindakan mitigasi risiko banjir dan tsunami akan diperlukan) dan d) zona penggunaan pengembangan (ditandai sebagai zona 
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termasuk area yang terkena dampak bencana baru-baru ini termasuk area yang terkena dampak 
likuifaksi (penyangga 100 meter); daerah yang terkena dampak tsunami (penyangga 100 - 200 meter); 
jalur patahan (penyangga 10 meter di kedua sisi); dan daerah longsor.  

Revisi peraturan lokal tentang perencanaan tata ruang yang mengacu pada peta bahaya ini sedang 
dipersiapkan sebagai pedoman untuk pengembangan di masa depan, termasuk area tanpa bangunan, 
atau "zona merah".  

Rekonstruksi Perumahan di tempat lama 

Rumah rusak yang terletak di daerah aman dapat dibangun kembali atau direhabilitasi di lokasi yang 
sama/di tempat yang sama (in situ). Masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 
dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengelola pemulihan 
perumahan in-situ. Dana stimulus hingga Rp. 50 juta dikirim ke penerima manfaat berdasarkan tingkat 
kerusakan rumah melalui kelompok masyarakat dalam dua tahap (berdasarkan kemajuan konstruksi). 
Fasilitator membantu mengidentifikasi penerima manfaat, memfasilitasi pertemuan masyarakat, dan 
mendukung pemantauan konstruksi.    

Penerima manfaat dari rekonstruksi perumahan in-situ tidak diharapkan tumpang tindih dengan 
CSRRP dan karenanya tidak dianggap sebagai kegiatan terkait. 

Lokasi Relokasi 

Three locations that are government-owned land have been selected at an early stage mainly based 
Tiga lokasi yang merupakan tanah milik pemerintah telah dipilih pada tahap awal terutama berdasarkan 
ketersediaan dan keamanan geologisnya. Lokasi lain yang lebih kecil ("satelit") sedang 
dipertimbangkan untuk mengurangi jarak dari lokasi sebelumnya untuk meringankan beban mata 
pencaharian dan pemulihan sosial. Lokasi yang diusulkan ini akan dikenakan penilaian lebih lanjut dan 
uji tuntas kelayakan sebagaimana dipandu oleh ESMF (lihat Lampiran 4, 5 dan 8) 

Pertimbangan Mata Pencaharian 

Pemerintah mengakui perlunya mempertimbangkan dan merencanakan pemulihan mata pencaharian. 
Setiap masyarakat yang terkena dampak memiliki kebutuhan mata pencaharian yang berbeda. Mata 
pencaharian di daerah perkotaan melibatkan perdagangan dan konstruksi sedangkan di daerah 
pedesaan, mata pencaharian sebagian besar berbasis pertanian. Di daerah yang terkena dampak 
tsunami, kegiatan mata pencaharian terkait dengan perikanan, perdagangan, dan pertanian. Proposal 
untuk pemulihan mata pencaharian dapat mencakup pengurangan jarak dari basis mata pencaharian 
sebelum bencana melalui skema relokasi dan pengembangan lahan pertanian di lokasi permukiman 
kembali pedesaan dan daerah zona merah. 

                                                      

hijau di mana kode bangunan seismik akan diperlukan). Versi digital peta tersedia untuk umum di 
https://goo.gl/maps/Wb3snM2C76R2. 

https://goo.gl/maps/Wb3snM2C76R2
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Gambar 1 1: Area yang Terkena Bencana dan Lokasi Relokasi yang Diusulkan 
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Gambar 1 2: Peta Rawan Bencana Palu dan Sekitarnya (Desember 2018) 
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1.4 Deskripsi Proyek, Komponen dan Tipologi Sub-proyek 
CSRRP akan mendukung program pemulihan Pemerintah di Sulawesi Tengah dan membantu 
merehabilitasi, merekonstruksi, dan meningkatkan ketahanan dengan memperkuat kualitas bangunan 
dan keberlanjutan fasilitas umum yang penting serta permukiman. Pada prinsipnya, upaya rehabilitasi 
dan rekonstruksi dalam CSRRP akan diselaraskan dengan Rencana Induk Pemulihan Pemerintah 
(lihat Bagian 1.3).  

Proyek ini akan melengkapi upaya pemulihan dari perumahan permanen, fasilitas umum, dan 
infrastruktur, pembangunan infrastruktur permukiman dan kegiatan pemulihan infrastruktur yang 
didukung oleh pendanaan Pemerintah, proyek-proyek lain yang didanai Bank Dunia, serta mitra dan 
organisasi pembangunan lainnya.  

1.4.1 Komponen Proyek 
CSRRP mencakup tiga komponen: 

• Komponen 1: Konstruksi tangguh rumah permanen dan infrastruktur permukiman  
o Sub-komponen 1.1 – Pekerjaan Sipil: Sub-komponen ini akan membiayai pekerjaan 

sipil untuk pembangunan sekitar 7.000 unit rumah permanen dengan standar 
ketahanan proyek di lokasi permukiman kembali yang aman dan infrastruktur 
permukiman terkait serta fasilitas masyarakat untuk merelokasi rumah tangga yang 
dipindahkan dari area bencana. Komunitas yang terkena dampak akan dilibatkan sejak 
awal proses relokasi dengan penekanan khusus pada partisipasi perempuan dan 
anggota masyarakat yang rentan.  

o Sub-komponen 1.2 – Hibah untuk Rekonstruksi Berbasis Masyarakat: Sub-komponen 
ini akan mendukung masyarakat dalam rekonstruksi unit perumahan yang memenuhi 
standar mitigasi risiko seismik di lokasi yang lebih aman. Sub-komponen ini akan 
diaktifkan sesuai dengan permintaan Pemerintah jika implementasinya diperlukan.  

• Komponen 2: Rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum  
Komponen ini akan membiayai pekerjaan sipil untuk rehabilitasi, rekonstruksi dan penguatan 
struktural fasilitas umum untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan seismik, mengurangi 
kerentanan bencana, meningkatkan ketahanan iklim, dan meningkatkan fungsionalitas dan 
standar layanan. Fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar memenuhi 
syarat untuk dibiayai dalam komponen ini. Proyek akan mendukung jenis investasi utama 
berikut: (a) perbaikan di tempat lama dan rekonstruksi aset yang rusak; (B) pembangunan aset 
baru di lokasi baru ketika aset yang rusak tidak dapat dibangun kembali di tempat lama; dan 
(c) konstruksi dan/atau perluasan aset di lokasi baru untuk melayani orang yang, karena gempa 
bumi harus pindah dari area rawan bahaya. Penguatan seismik fasilitas umum yang tidak rusak 
oleh peristiwa bencana baru-baru ini juga dapat dimasukkan. 

• Komponen 3: Dukungan implementasi proyek 
Komponen ini akan mendukung bantuan manajerial dan teknis proyek melalui pembiayaan 
biaya konsultan ahli dan fasilitator masyarakat di sepanjang siklus proyek untuk memperkuat 
kapasitas Pemerintah di tingkat pusat dan daerah — pada pemulihan pasca bencana. 

Tipologi proyek dijelaskan pada Tabel 1-1 di bawah ini. Penjelasan terperinci dari deskripsi proyek 
tercantum dalam Panduan Operasi Proyek (POM)). 
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Tabel 1-1 Tinjauan Umum Tipologi Proyek (Infrastruktur) 

Komponen Sub-proyek Deskripsi sub-proyek  
Komponen 1: 
Konstruksi tangguh 
rumah permanen dan 
infrastruktur 
permukiman 

Unit Perumahan Permanen: Relokasi ke 
Lokasi Permukiman Utama 

• Jumlah minimum unit > 100 rumah tangga di satu lokasi yang ditentukan 
• Konstruksi oleh kontraktor dengan kontribusi masyarakat (misal, tenaga 

kerja, material konstruksi, dll.) 
• Tanggung jawab pengalihan/pembebasan lahan oleh pemerintah daerah 

Unit Perumahan Permanen: Relokasi ke 
Lokasi Permukiman Satelit 

• Menargetkan rumah tangga untuk membentuk kelompok antara 11 - 100 
rumah tangga 

• Konstruksi oleh kontraktor dengan kontribusi masyarakat (misal, tenaga 
kerja, material konstruksi, dll.) 

• Tanggung jawab pembebasan tanah oleh pemerintah daerah dan/atau 
kelompok penerima manfaat 

Unit Perumahan Permanen: Relokasi 
kelompok kecil ke lokasi permukiman kecil 

• Menargetkan rumah tangga untuk membentuk kelompok antara 4 - 10 
rumah tangga 

• Konstruksi oleh kontraktor dengan kontribusi masyarakat (misal, tenaga 
kerja, material konstruksi, dll.) 

• Tanggung jawab pembebasan tanah oleh pemerintah daerah dan/atau 
penerima manfaat 

Infrastruktur permukiman dan fasilitas 
masyarakat 

• Jalan, pasokan air, sanitasi, fasilitas limbah padat  
• Fasilitas umum, misal, sekolah, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, 

dan infrastruktur terkait mata pencaharian di area permukiman kembali 
Komponen 2: 
Rekonstruksi tangguh 
dan penguatan 
fasilitas umum 

Fasilitas umum penting: perbaikan di tempat 
lama dan rekonstruksi aset yang rusak 

• Rekonstruksi/rehabilitasi sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan 
masyarakat 

Fasilitas umum penting: pembangunan aset 
baru di lokasi baru ketika aset yang rusak 
tidak dapat dibangun kembali di tempat lama 
Fasilitas umum penting: konstruksi dan/atau 
perluasan aset di area relokasi yang 
ditentukan 
Fasilitas umum penting: penguatan seismik 
(perkuatan) dari bangunan yang tidak rusak  

• Bangunan yang tidak rusak dalam fasilitas yang didukung proyek dapat 
ditingkatkan untuk memperkuat standar ketahanan 
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2 KERANGKA HUKUM, KEBIJAKAN DAN REGULASI 
Investasi yang didanai oleh CSRRP harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, sesuai dengan hukum 
dan peraturan Pemerintah Indonesia. Implementasi proyek juga harus mematuhi Standar Lingkungan 
dan Sosial (ESS) Bank Dunia yang berlaku berikut ini. 

• ESS 1 Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial  
• ESS 2 Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 
• ESS 3 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Penanganan Polusi  
• ESS 4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat 
• ESS 5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman  
• ESS 6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam  
• ESS 7 Masyarakat Adat /Afrika Sub-Sahara masyarakat lokal tradisional yang kurang terlayani 

secara historis  
• ESS 8 Warisan Budaya  
• ESS 10 Pengungkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Ketentuan khusus telah disertakan dalam ESMF ini untuk menegaskan segala ketentuan dalam ESS 
Bank Dunia yang tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan hukum dan peraturan Pemerintah. 

 

2.1 Rangkuman dari Hukum dan Peraturan Negara yang Berlaku  

2.1.1 Penilaian dan Perizinan Lingkungan 
Undang-undang dan peraturan utama yang mengatur penilaian dan perizinan lingkungan di Indonesia 
meliputi Undang-Undang No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan dan 
Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan tersebut menjelaskan jenis-
jenis dokumen pengelolaan lingkungan yang harus dipersiapkan untuk berbagai sektor proyek (Analisis 
Dampak Lingkungan atau “ANDAL”; Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup atau “UKL-UPL”, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan atau "SPPL"). 

 

Peraturan terkait lainnya termasuk: 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Bisnis dan/atau Kegiatan yang 
membutuhkan AMDAL. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyiapan Dokumen 
Lingkungan. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman untuk Keterlibatan 
Masyarakat dalam AMDAL dan Proses Perizinan Lingkungan. 

  

2.1.2 Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja  
Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yang memberikan aturan utama dalam membangun hubungan kerja, syarat dan 
ketentuan ketenagakerjaan termasuk jam kerja dan jam lembur, dan pemutusan hubungan kerja. 
Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi 
berdasarkan gender, etnis, ras, agama, warna kulit, atau orientasi politik. 
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Indonesia telah meratifikasi semua konvensi perburuhan internasional yang mendasar termasuk: C029 
Konvensi Kerja Paksa; C087 Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 
Berorganisasi; C100 Konvensi Kesetaraaan Upah; C105 Konvensi Penghapusan Kerja Paksa; C111 
Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan); C138 Konvensi Usia Minimum; dan C182 Konvensi 
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 

Pemerintah telah meratifikasi konvensi internasional tentang pekerja anak, yang mencakup ILO C.138, 
Usia Minimum, ILO C.182, Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Konvensi Hak-Hak Anak PBB, 
Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, 
Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Perdagangan Anak, Pelacuran Anak dan 
Pornografi Anak dan Protokol Palermo tentang Perdagangan Orang.  

Undang-undang No. 1/1970 tentang Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/2018 tentang Standar K3 untuk Pekerja dan Lingkungan Kerja 
dan Peraturan No. 1/1980 tentang Pengelolaan K3 dalam Konstruksi, menjelaskan persyaratan 
konstruksi untuk keamanan tempat kerja. 

 

2.1.3 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Penanganan Polusi  
Undang-undang dan peraturan utama mengenai pencegahan polusi di Indonesia termasuk UU No. 
32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan dan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan 
Sampah. 

Peraturan terkait lainnya adalah: 

• Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya - Lampiran I 
peraturan ini mencantumkan limbah yang mengandung bahan asbes sebagai limbah 
berbahaya. 

• Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Rumah Tangga 
• Peraturan Pemerintah No. 82/2001 tentang Manajemen Kualitas Air dan Manajemen 

Pencemaran Air – menjelaskan standar kualitas air berdasarkan aktivitas dan 
pemanfaatannya. 

• Peraturan Pemerintah No. 41/1999 tentang Pengendalian Polusi Udara - menetapkan standar 
kualitas udara ambien dan standar emisi, serta standar tingkat kebisingan. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2014 tentang Standar Air Limbah - menetapkan 
batas atau tingkat polutan dan/atau jumlah polutan dalam air limbah yang dibuang oleh pelaku 
bisnis dan/atau kegiatan pembangunan. 

2.1.4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, mengharuskan risiko dan dampak 
potensial proyek terhadap kesehatan masyarakat, dan langkah-langkah mitigasi yang relevan, tercakup 
dalam penilaian dampak lingkungan. 

Hukum dan peraturan terkait lainnya termasuk: 

• UU No. 24/2007 dan Peraturan No. 21/2008 tentang Manajemen Bencana bertujuan untuk 
memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman bencana, dan menjamin 
manajemen bencana yang terencana, terintegrasi, terkoordinasi, dan komprehensif. Setiap 
kegiatan pembangunan yang memiliki risiko bencana tinggi perlu melakukan analisis risiko 
bencana. 

• UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 32/2011 tentang 
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 
mengharuskan proyek dengan potensi gangguan terhadap keamanan, keselamatan, 
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ketertiban, dan aliran lalu lintas jalan melakukan penilaian dampak lalu lintas dalam bentuk 
ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas— yang terpisah dan saling melengkapi dengan 
dokumen AMDAL atau UKL-UPL). 

• UU No. 28/2002 dan Peraturan No. 36/2005 tentang Bangunan mengatur persyaratan untuk 
bangunan yang berfungsi penuh yang berlaku untuk fasilitas umum dan swasta — yang 
memerlukan pertimbangan aspek teknis bangunan seperti fungsionalitas, keandalan, 
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, keseimbangan, dan 
harmonisasi dengan lingkungan 

2.1.5 Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa  
UU No. 2/2012 tentang Pembebasan Tanah bagi Pengembangan untuk Kepentingan Umum 
merupakan peraturan yang mengatur pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Tujuan dari 
undang-undang ini adalah untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan 
infrastruktur, dengan mempertimbangkan kepentingan umum. 

Hukum dan peraturan terkait lainnya termasuk: 

• Peraturan Presiden (Perpres 62/2018) tentang 'Penanganan Dampak Sosial dalam 
Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum'. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mempersiapkan Pedoman Teknis untuk Menyiapkan 
Rencana Pembebasan Lahan, yang mencakup (di antaranya) pendekatan untuk 
mengkompensasi pemukim informal, petani penggarap, atau mereka yang memiliki tanah 
secara tidak formal. 

• Undang-Undang No. 2/2012 dan Peraturan Presiden (Perpres 71/2012) memberikan dukungan 
pemukiman kembali bagi pemilik dan/atau pengguna lahan yang terkena dampak. Undang-
undang tidak mencakup dukungan transisi dan bantuan pembangunan, seperti pengembangan 
lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang kerja. 

• Undang-Undang No. 24/2007 dan Peraturan No. 21/2008 tentang Penanggulangan Bencana 
berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur pencegahan bencana, manajemen dampak 
bencana dan pemulihan pascabencana. Peraturan-peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip 
utama, hak-hak korban bencana, serta tanggung jawab pemerintah. Salah satu ketentuan 
utama adalah tugas negara untuk melindungi warganya dari dampak bencana serta peristiwa 
bencana di masa depan. 

 

2.1.6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang 
Berkelanjutan  

Hukum dan peraturan utama yang mengatur konservasi keanekaragaman hayati diuraikan sebagai 
berikut: 

• UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mencakup beberapa kebijakan yang berorientasi 
konservasi. Kebijakan ini membagi hutan menjadi tiga kategori: Hutan Konservasi, Hutan 
Lindung, dan Hutan Produksi. Kebijakan ini juga memberi kuasa pada Kementerian Kehutanan 
untuk menentukan dan mengelola Kawasan Hutan Indonesia; 

• UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Degradasi Hutan memperkuat 
penegakan hukum dengan memberikan kepastian hukum tambahan dan mendefinisikan 
hukuman bagi mereka yang terlibat dalam degradasi hutan. Undang- undang ini jelas 
mendefinisikan kegiatan apa saja yang dilarang, berkenaan dengan individu dan kelompok 
terorganisir yang melakukan kegiatan pembalakan, serta organisasi yang terlibat dalam 
perdagangan kayu ilegal dan pejabat yang terlibat dalam pemalsuan izin. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29/2009 tentang Pedoman Konservasi 
Keanekaragaman Hayati di Tingkat Regional menetapkan persyaratan untuk perencanaan, 
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implementasi, pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati yang 
berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. 
 

2.1.7 Masyarakat Adat 
Kerangka hukum Indonesia umumnya mengacu pada Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum 
Adat atau Masyarakat Adat. Masyarakat Hukum Adat merujuk pada masyarakat yang telah diakui 
secara hukum oleh Pemerintah Indonesia, sedangkan Masyarakat Adat lebih sering digunakan oleh 
organisasi masyarakat sipil yang merujuk pada kelompok-kelompok dengan klaim tanah adat. Dalam 
beberapa keadaan tertentu, Komunitas Adat Terpencil (KAT) mewakili sub-set Masyarakat Adat yang, 
karena lokasi geografis atau preferensi, dapat tetap terisolasi atau memilih untuk mengisolasi diri dari 
masyarakat arus utama. 

Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan hak-hak mereka atas tanah dan 
sumber daya yang melekat pada klaim tanah mereka, asalkan kelompok-kelompok ini memenuhi 
persyaratan kelayakan dan telah memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah provinsi atau 
kabupaten (lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 52/2014). Pengakuan hukum 
semacam itu berfungsi sebagai prasyarat untuk pengakuan lebih lanjut atas hak tanah dan sumber 
daya alam di dalam wilayah adat.   

Hukum yang mengatur Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai berikut: 

• UU No. 41/1999 tentang Kehutanan mengakui keberadaan hutan adat dan mengidentifikasi 
masyarakat adat sebagai pemilik kolektif hutan tersebut. 

• UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mendefinisikan 
Masyarakat Adat sebagai kelompok masyarakat yang secara tradisional menetap di wilayah 
geografis tertentu karena ikatan dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan 
lingkungan, dan keberadaan sistem nilai yang menentukan ekonomi, lembaga politik, sosial, 
dan hukum. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur untuk penentuan Masyarakat Adat. 

• UU No. 39/2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah 
pemegang hak ulayat, termasuk hak atas tanah. 

• UU No. 6/2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan 
desa harus mempertimbangkan sistem adat setempat dan memberikan kemungkinan bagi 
desa untuk mendaftar sebagai desa adat. 

• UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai 
kelompok orang yang telah lama menetap di wilayah geografis tertentu di Indonesia dan 
memiliki ikatan kolektif dengan asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, 
sumber daya alam, lembaga pemerintah adat, dan hukum adat di wilayah adatnya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

• UU No. 1/2014 yang mengubah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Kepulauan 
Pesisir mengatur kewenangan Masyarakat Adat dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya 
perairan pesisir dan perairan pulau kecil di wilayah masyarakat hukum adat secara hukum adat. 

2.1.8 Warisan Budaya  
Undang-undang berikut terkait dengan perlindungan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia:  

• UU No. 5/1992 tentang Kekayaan Budaya mengatur pengelolaan keseluruhan sumber daya 
budaya fisik, termasuk kriteria, tindakan perlindungan jika ditemukan atau dimiliki, penggunaan 
warisan budaya, serta hukuman atas pelanggaran. 

• UU No. 11/2010 tentang Konservasi Budaya menetapkan pembentukan registrasi nasional 
benda cagar budaya dan perlindungannya, dan melarang perdagangan gelap dan ekspor 
kecuali untuk tujuan penelitian, promosi, atau pameran. Pasal 59 mengharuskan sumber daya 
budaya fisik yang memiliki risiko hancur, hilang atau rusak harus dipindahkan ke lokasi yang 
lebih aman dalam pengawasan para pakar konservasi. 
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• UU No. 5/2017 tentang Kemajuan Budaya mengamanatkan Pemerintah (di tingkat nasional 
dan daerah) untuk melindungi warisan budaya. Pasal 23 dari undang-undang ini menetapkan 
bahwa siapa pun yang menemukan benda, bangunan, atau situs yang diduga bernilai budaya 
harus melaporkan temuan tersebut ke lembaga budaya yang berwenang atau lembaga terkait 
dalam kurun waktu 30 hari. 

• Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya 
Takbenda (2003) berdasarkan Peraturan Presiden No. 78/2007. 

2.1.9 Pengungkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan 
UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan bahwa “perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan akan dilaksanakan atas dasar partisipasi….” 

Hukum dan peraturan terkait lainnya termasuk: 

• UU No. 14/2018 tentang Transparansi Informasi Publik, yang menjamin hak-hak warga negara 
atas keputusan kebijakan publik dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan 
keputusan tersebut. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17/2012 tentang Pedoman Partisipasi Publik dalam 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Proses Perizinan Lingkungan. 

• UU No. 7/1984 tentang Pemberlakuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan. 

• Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. 

UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan juga mencakup hak masyarakat 
untuk mengajukan keberatan atas proyek-proyek yang diusulkan dan kewajiban pemerintah untuk 
mengembangkan dan menerapkan kebijakan tentang pengelolaan pengaduan publik terkait dengan 
melindungi dan mengelola lingkungan. Permen-LH No. 9/2010, memberikan pedoman untuk 
menangani keluhan masyarakat yang disebabkan oleh pencemaran dan degradasi lingkungan. 
Sebagai jalan keluar terakhir, Pasal 84 dan 85 dari UU No. 32/2009 mengatur tentang gugatan hukum 
warga sehubungan dengan perselisihan lingkungan yang mengakibatkan penyelesaian pengadilan 
atau penyelesaian di luar pengadilan, termasuk ketentuan untuk pemulihan lingkungan dan 
kompensasi. 

 

2.2 Analisis Sistem Indonesia dan ESS Bank Dunia yang Berlaku 
Tabel 2-1 menyajikan kesenjangan yang diidentifikasi antara undang-undang dan peraturan yang 
relevan di Indonesia dengan persyaratan ESS Bank Dunia.   
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Tabel 2-1: Penilaian hukum dan peraturan yang relevan di Indonesia terhadap persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (ESS) 

Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 

ESS 1 Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial.  
Secara umum, undang-undang dan peraturan yang relevan di Indonesia mengenai penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial selaras dengan ESS Bank Dunia. 
Kesenjangan kecil yang teridentifikasi dapat diatasi secara langsung dalam perencanaan dan implementasi di tingkat proyek 

Penilaian Lingkungan dan Sosial Dalam peraturan Pemerintah Indonesia, AMDAL, UKL-UPL dan 
atau SPPL didasarkan pada nilai ambang batas, sementara 
persyaratan Bank didasarkan pada besarnya dampak. 
AMDAL/UKL-UPL biasanya tidak atau tidak menilai secara rinci: 
dampak kumulatif, fasilitas terkait, habitat kritis dan alternatif 
proyek. 

Penilaian dampak lingkungan dan sosial mengikuti persyaratan 
Bank. Garis besar dokumen Penilaian Lingkungan yang dapat 
diterima oleh Bank disediakan dalam ESMF (AMDAL, UKL-UPL, 
ECOP dan SPPL). 

Mengacu pada kerangka hukum 
dan administrasi seperti perjanjian 
lingkungan internasional, 
kesepakatan, kebijakan standar, 
dll. 

AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL biasanya menyediakan 
referensi terbatas untuk kerangka hukum dan administrasi seperti 
perjanjian lingkungan internasional, kesepakatan, kebijakan 
standar internasional dll. (misal, peraturan saat ini hanya 
mengacu pada "data dan informasi lain"). 

Tercakup oleh garis besar dokumen Penilaian Lingkungan yang 
dapat diterima oleh Bank (AMDAL, UKL-UPL, ECOP dan 
SPPL). 

Pengaruh Wilayah Proyek. Dalam peraturan Pemerintah Indonesia, AMDAL, UKL-UPL 
dan/atau SPPL penilaian terhadap fasilitas terkait, fasilitas 
tambahan, dampak terimbas dan analisis pemilihan lokas tidak 
diperlukan atau terbatas.i. 

Tercakup oleh garis besar dokumen Penilaian Lingkungan yang 
dapat diterima oleh Bank (AMDAL, UKL-UPL, ECOP dan 
SPPL). 

Implementasi Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan dan Sosial (ESMP) 

RKL-RPL atau UKL-UPL biasanya memiliki pengaturan terbatas 
untuk penanganan pengaduan, perkiraan biaya untuk 
implementasi ESMP 

Tercakup oleh garis besar RKL-RPL/UKL-UPL yang dapat 
diterima oleh Bank. 

Ketentuan Pengembangan 
Kapasitas dan Pelatihan dalam 
dokumen ESMP 

RKL-RPL atau UKL-UPL biasanya memiliki pengaturan terbatas 
untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk menerapkan 
ESMP, di mana kontraktor mungkin memiliki pemahaman yang 
terbatas mengenai persyaratan untuk menerapkan ESMP. 

Tercakup oleh garis besar RKL-RPL/UKL-UPL yang dapat 
diterima oleh Bank. 

ESS 2 Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja  
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 
Indonesia telah meratifikasi semua konvensi inti tentang kondisi tenaga kerja dan kondisi kerja ILO. Tidak ada kesenjangan besar yang diidentifikasi antara hukum dan 
peraturan Indonesia dengan persyaratan ESS 2. 

Mekanisme pengaduan Peraturan nasional memberikan jalan untuk menyelesaikan 
masalah terkait pekerjaan. Namun, pekerja mungkin merasa tidak 
nyaman untuk menyelesaikan masalah seperti itu melalui 
musyawarah dan kesepakatan dan membawa kasus lebih jauh 
ke mekanisme hukum bahkan mungkin membuat mereka enggan 
untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. 

Proyek akan mengembangkan mekanisme penanganan keluhan 
pekerja yang dapat diakses oleh semua pekerja. Mekanisme ini 
akan disosialisasikan kepada Pekerja pada masa induksi dan 
diulang setiap enam bulan. Semua keluhan akan diselidiki dan 
diselesaikan secara adil dan transparan. 

Pekerja Masyarakat Tidak tercakup dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Prosedur manajemen tenaga kerja akan mencakup pengaturan 
pekerja masyarakat sesuai dengan persyaratan ESS. 

ESS 3 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Penanganan Polusi.  
Undang-undang dan peraturan lingkungan Pemerintah tentang pencegahan dan pengelolaan polusi bersifat komprehensif, meliputi manajemen aliran udara dan standar 
emisi, manajemen limbah berbahaya dan tidak berbahaya, dan standar pembuangan limbah air. Peraturan-peraturan ini mempertimbangkan kondisi sekitar, dan melalui 
desain teknik dan ESIA, langkah-langkah pencegahan polusi akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam proyek. Perbaikan dalam pemenuhan sumber dan penggunaan 
bahan baku dapat dilakukan untuk proyek. 

Penggunaan bahan baku yang 
efisien 

Tidak secara khusus tercakup dalam sistem perundang-
undangan Indonesia. 

Proyek ini akan menggunakan kembali dan mendaur ulang 
limbah dari puing-puing dan material pembongkaran, jika 
memungkinkan. 

Pengelolaan bahan yang 
mengandung asbes (ACM) 

Catatan: Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya mengakui limbah yang 
mengandung bahan asbes sebagai limbah berbahaya. Peraturan 
tersebut tidak secara khusus membahas bagaimana asbes harus 
ditangani/dibuang. 

Daftar kegiatan negatif ESMF melarang penggunaan bahan 
yang mengandung asbes dalam konstruksi dan ESCOP 
memberikan pedoman penanganan jika limbah yang 
mengandung bahan asbes ditemukan. 

ESS 4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  
Risiko dan dampak potensial, serta langkah-langkah mitigasi terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, dinilai dalam proses ESIA dan dicakup dalam dokumen 
ESIA (AMDAL/UKL-UPL/SPPL). Tidak ada kesenjangan besar yang diidentifikasi dalam undang-undang dan peraturan yang relevan. 
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 

Desain dan keamanan 
infrastruktur dan peralatan 

Tidak ada persyaratan yang jelas dalam peraturan nasional untuk 
melibatkan pakar independen untuk meninjau desain struktural 
berisiko tinggi, konstruksi, operasi, dan penonaktifan. 

 

Proyek akan melibatkan pakar independen yang sesuai untuk 
meninjau desain teknis yang diusulkan sedini mungkin, 
memantau proyek selama dan setelah selesai, sebelum dan 
setelah diserahkan kepada pemilik. 

Petugas keamanan 

 
Keterlibatan personel keamanan hanya diatur untuk objek vital 
nasional.  

Dalam hal personil keamanan akan terlibat dalam proyek, 
persyaratan yang ditetapkan dalam ESS ini akan diterapkan. 

Desain universal Tidak ada kesenjangan besar. Konsep desain universal telah 
diwujudkan dalam berbagai peraturan menteri dan pedoman 
teknis PUPR. 

Proyek ini akan memobilisasi para pakar teknis untuk mengkaji 
usulan rancangan teknis terperinci (DED). Pandangan 
masyarakat juga akan diminta terkait hal-hal yang berkaitan 
dengan akses universal dan desain inklusif. 

Paparan masyarakat terhadap 
masalah kesehatan 

Tidak ada kesenjangan besar yang diidentifikasi jika sub-proyek 
membutuhkan izin lingkungan. 

Untuk mematuhi persyaratan ESS1, Proyek akan meninjau 
AMDAL/UKL-UPL yang relevan. Jika kesenjangan diidentifikasi, 
langkah-langkah mitigasi tambahan akan diusulkan dan 
diimplementasikan untuk memenuhi persyaratan ESS ini. 
Implementasi langkah-langkah ini akan secara teratur dipantau 
dan dilaporkan. 

ESS 5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Paksa.  
Hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia telah membahas topik utama mengenai ESS 5. Namun, beberapa kesenjangan diidentifikasi dalam hal kompensasi bagi 
penghuni liar, pemulihan mata pencaharian dan dampak tidak langsung terkait pembebasan lahan. 

Program pembangunan 
berkelanjutan 

Berbagai cara kompensasi selain uang tunai, khususnya relokasi 
dan lahan-untuk-lahan, tidak cukup dielaborasi, terutama pada 
aspek-aspek yang berkaitan dengan langkah-langkah pemulihan 
mata pencaharian. 

 

LARAP akan diminta untuk menyediakan sumber daya yang 
cukup untuk pengembangan lokasi pemukiman kembali, jika 
perlu; bersama dengan penyediaan bantuan relokasi, dan untuk 
perencanaan dan implementasi langkah-langkah rehabilitasi 
bagi mereka yang terkena dampak hilangnya pendapatan dan 
mata pencaharian. 

Dampak langsung dan tidak 
langsung 

Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan karena pembatasan 
akses dan penggunaan lahan tidak secara eksplisit tercakup 
dalam UU 2/2012. 

ESMF akan mencakup ketentuan untuk mengatasi dampak 
karena pembatasan penggunaan lahan dan akses ke sumber 
daya alam. 
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 
Dampak tidak langsung akibat pembebasan lahan akan dicakup 
dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk 
program tersebut. 

Fasilitas terkait dan masalah yang 
diwariskan 

Tidak tercakup. Masalah yang diwariskan dan fasilitas terkait perlu dinilai dan uji 
tuntas kelayakan dilakukan seperlunya. 

Biaya penggantian 

 

Tidak ada kesenjangan. Tim penilai independen menentukan 
kompensasi atas kehilangan aset fisik dan non-fisik serta 
premi/solatium. 

ESMF untuk program ini dan LARAP untuk masing-masing 
proyek/sub-proyek akan memberikan matriks hak untuk orang 
yang terkena dampak. 

Pemulihan mata pencaharian UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menguraikan 
pilihan dan implementasi bantuan dan pemulihan mata 
pencaharian. 

Pemulihan mata pencaharian dimasukkan ke dalam desain 
proyek. Otoritas proyek akan diminta untuk menyediakan 
sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan implementasi 
langkah-langkah pemulihan mata pencaharian. 

Bantuan untuk rumah tangga 
yang dipindahkan secara fisik 

Bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena 
pembebasan lahan tidak dicakup oleh UU No. 2/2012 dan 
peraturan pelaksanaannya (Perpres No. 71/2012). 

ESMF untuk program ini akan mencakup perincian tentang jenis 
bantuan pemukiman kembali bagi rumah tangga yang 
dipindahkan. 

Kompensasi untuk kehilangan 
sumber pendapatan atau sarana 
mata pencaharian 

Ketentuan hukum kurang mengakui hak dalam kehilangan 
pendapatan dan sarana mata pencaharian karena pembebasan 
lahan. 

ESMF memberikan hak atas hilangnya pendapatan dan mata 
pencaharian. 

Dukungan untuk orang-orang 
yang terkena dampak yang tidak 
memiliki hak hukum yang diakui 
atau klaim atas tanah yang 
mereka tempati 

Perpres No. 62/2018 mengharuskan pemberian kompensasi dan 
bantuan bagi mereka yang tidak memiliki tanah tetapi telah 
menduduki atau memanfaatkan tanah dengan serangkaian 
kriteria.  

ESMF akan menentukan kriteria kelayakan dan hak untuk setiap 
kategori orang yang terkena dampak proyek (PAP), termasuk 
orang yang menempati tanah secara informal. 

Lahan untuk lahan UU No. 2/2012 dan Peraturan Implementasinya (Perpres 
71/2012) tidak memberikan perincian tentang prosedur 
penggantian lahan. Lebih jauh, ketentuan dalam Paragraf 5, 
Pasal 77 dan Paragraf 4 dari Pasal 78 (Perpres 71/2012) 
bertentangan dengan Kebijakan Bank Dunia 4.12 yang 

Proyek ini tidak diharapkan menyebabkan dampak mata 
pencaharian dan perpindahan ekonomi sebagai akibat dari 
kegiatan pembebasan lahan dalam kedua komponen. ESMF 
untuk program dan pedoman untuk pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali menguraikan persyaratan untuk opsi 
pemukiman kembali/lahan-untuk-lahan termasuk penyelesaian 
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 
mengharuskan penyelesaian pengaturan relokasi sebelum rumah 
tangga yang terkena dampak dipindahkan. 

pengaturan relokasi sebelum perpindahan orang yang terkena 
dampak. 

Opsi kompensasi Ketentuan penggantian lahan tidak cukup diuraikan.  Ketentuan dalam ESMF untuk proyek akan memberikan 
persyaratan untuk opsi kompensasi, kriteria kelayakan, dan hak 
untuk kategori orang yang terkena dampak yang berbeda. 

Kelayakan untuk Masyarakat Adat UU No. 2/2012 tidak menentukan kelompok apa pun termasuk 
Masyarakat Adat. Peraturan Presiden (Perpres No. 71/2012) 
tidak menentukan persyaratan apa pun untuk melakukan 
penilaian sosial dan konsultasi dengan komunitas masyarakat 
adat dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA). 

ESMF untuk program ini akan mencakup ketentuan untuk 
pengakuan terhadap komunitas Masyarakat Adat yang terkena 
dampak, melakukan penilaian sosial, konsultasi dan persyaratan 
PADIATAPA, dan kompensasi yang sesuai dan bantuan yang 
konsisten dengan persyaratan ESS 7. 

Penggusuran paksa Tidak dicakup secara eksplisit. Hak kepemilikan atas tanah dan 
properti terkait akan dilepaskan setelah pembayaran kompensasi 
atau keputusan pengadilan. 

ESMF menguraikan protokol untuk pemukiman kembali secara 
paksa. Proyek ini akan mengadopsi pendekatan konsultatif dan 
partisipatif dalam kegiatan relokasi akibat pemindahan 
pascabencana, dan pencegahan pemukiman kembali. 

Masyarakat setempat di area 
relokasi 

masyarakat setempat di area relokasi tidak secara eksplisit 
dicakup dalam UU No. 2/2012 dan Peraturan Presiden (Perpres 
71/2012). 

ESMF untuk program akan menetapkan kebutuhan konsultasi 
dengan masyarakat setempat di area relokasi dan identifikasi 
dan mitigasi dampak negatif apa pun sebagai akibat dari 
relokasi orang yang terkena dampak. 

Instrumen Perencanaan 
Pemukiman Kembali 

Ruang lingkup Rencana Pembebasan Lahan tidak secara jelas 
mencakup identifikasi kelompok rentan, konsultasi publik dan 
partisipasi, dan persyaratan pemantauan dan evaluasi. 
Selanjutnya, Rencana tersebut tidak termasuk bantuan relokasi 
dan pemulihan mata pencaharian, jika diperlukan. 
Rencana Pembebasan Lahan tidak sepenuhnya mencakup 
unsur-unsur dan perincian unsur-unsur dalam LARAP. Jadwal 
persiapan Rencana Pembebasan Lahan dengan hasil 
inventarisasi petak tanah yang terkena dampak harus 
ditingkatkan ke tahap perencanaan. 

Format dan isi dari Rencana Pembebasan Lahan perlu 
ditingkatkan agar setara dengan LARAP pada tahap 
perencanaan/persiapan. Rincian tentang ruang lingkup, format 
dan isi LARAP untuk proyek/sub-proyek akan ditentukan dalam 
ESMF (lihat Lampiran 8). 
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 

Penentuan biaya Meskipun UU No. 2/2012 mengharuskan rencana pembebasan 
lahan untuk memasukkan perkiraan biaya untuk pengadaan 
tanah dan/atau pemukiman kembali, hal ini tidak termasuk biaya 
untuk memberikan bantuan dan pemulihan mata pencaharian. 

LARAP untuk proyek ini disyaratkan untuk memastikan 
dimasukkannya semua biaya pengadaan tanah dan relokasi 
orang-orang yang dipindahkan dari bencana, termasuk langkah-
langkah pemulihan mata pencaharian. 

Pengungkapan dan keterlibatan 

 
UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaan mensyaratkan 
penyebaran informasi tentang tanah yang terkena dampak dan 
aset lainnya, dan jumlah kompensasi yang berlaku untuk rumah 
tangga yang terkena dampak. Pengumuman publik tentang hasil 
inventarisasi diperlukan di kantor pemerintahan kelurahan/desa, 
kantor kecamatan dan di tempat dilakukannya pembebasan 
lahan. Namun, pengungkapan seperti itu sering kali tersedia di 
tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak dapat diakses oleh 
khalayak yang lebih luas. 

Semua dokumen harus diungkapkan kepada publik dalam 
bentuk yang sesuai untuk memenuhi persyaratan 
pengungkapan Bank. 

Mekanisme Keluhan Ketentuan UU No. 2/2012 dan Peraturan Presiden (Perpres 
71/2012) memiliki prosedur yang rumit dan terikat waktu untuk 
mengajukan pengaduan oleh rumah tangga yang terkena 
dampak dan proses untuk menangani pengaduan dan keluhan. 
Namun demikian, dokumen ini tidak secara eksplisit 
mensyaratkan dokumentasi pengaduan yang wajar. 

FGRM Proyek membutuhkan dokumentasi dan komunikasi yang 
kuat mengenai keluhan yang terkait dengan kegiatan proyek. 

Pemantauan dan Evaluasi UU No. 2/2012 tidak mengatur pemantauan eksternal terhadap 
pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca-
implementasi untuk menilai apakah tujuan rencana pemukiman 
kembali telah tercapai. Selain itu, kurang dalam memberikan 
perincian tentang tujuan evaluasi. 

Sesuai ESCP, pemantau independen akan dimobilisasi untuk 
memberikan penilaian pihak ketiga tentang implementasi 
LARAP. 

ESS 6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.  
Peraturan pemerintah tentang kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati, secara umum, mendukung ESS 6 untuk melindungi keanekaragaman hayati. 
Kesenjangan utama adalah bahwa peraturan yang ada tidak mengakui persyaratan untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alami dan penting. 

Klasifikasi, kriteria untuk konversi 
(kehilangan) yang signifikan dan 

Peraturan tidak menyebutkan secara khusus tentang 
perlindungan habitat alami dan penting sesuai ESS 6. 

ESMF akan menyediakan proses penyaringan untuk 
mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang tinggi dan area 
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Topik ESS Analisis Langkah-Langkah Mitigasi 
degradasi Habitat Penting dan 
Alami 

yang sensitif terhadap lingkungan serta kawasan yang dilindungi 
pemerintah. Garis besar AMDAL/ESIA yang dapat diterima oleh 
Bank akan menilai dampak potensial terhadap habitat yang 
dimodifikasi dan penting.  

ESS 7 Masyarakat Adat /Afrika Sub-Sahara masyarakat lokal tradisional yang kurang terlayani secara historis.  
Satu kesenjangan utama antara ESS 7 dan hukum dan peraturan Indonesia yang relevan adalah persyaratan untuk pengakuan formal atas Masyarakat Adat sebagai 
kriteria kelayakan untuk diperlakukan sebagai Masyarakat Adat. 

Penilaian dan konsultasi; 
menghindari dampak buruk; 
manfaat mitigasi dan 
pengembangan; konsultasi yang 
bermakna yang disesuaikan 
dengan masyarakat adat/Afrika 
Sub-Sahara masyarakat lokal 
tradisional yang kurang terlayani 
secara historis 

Masyarakat Adat berpotensi menghadapi kesulitan dalam 
memperoleh pengakuan hukum melalui proses pemerintah 
daerah dan pusat. 

Selain itu, ada komunitas rentan yang mungkin tidak memenuhi 
syarat dalam kerangka kerja Pemerintah sebagai Masyarakat 
Hukum Adat tetapi memenuhi kriteria kebijakan dalam ESS 7. 

Proyek ini akan memperlakukan masyarakat yang memiliki 
karakteristik sesuai ESS 7 sebagai Masyarakat Adat terlepas 
dari pengakuan hukum mereka. 

Identifikasi kelompok-kelompok ini akan berlanjut sebagai 
bagian dari proses penyaringan selama implementasi proyek. 

ESS 8 Warisan Budaya.  
Tidak ada kesenjangan besar yang diidentifikasi. Proyek akan mengembangkan prosedur penemuan dan memberikan pelatihan yang relevan bagi para pekerja. 

ESS 10 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungakapan Informasi.  
Undang-undang dan peraturan yang relevan di Indonesia telah mencakup persyaratan ESS 10. 

Keterlibatan dengan para 
pemangku kepentingan; 
pengungkapan informasi; 
Mekanisme Penanganan Keluhan 

SEP bukan dokumen wajib sesuai peraturan Pemerintah 
Indonesia. 

Proyek telah mengembangkan dan akan mengimplementasikan 
rencana keterlibatan pemangku kepentingan di sepanjang siklus 
proyek. Mekanisme penanganan pengaduan telah 
dikembangkan sebagai bagian dari ESMF ini dan akan 
diimplementasikan 
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3 PENILAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 
3.1 Penilaian Umum 
Proyek ini diharapkan memiliki dampak positif pada orang-orang yang terkena dampak bencana melalui 
penyediaan perumahan permanen yang inklusif dan tangguh, infrastruktur permukiman, dan fasilitas 
umum. Karena risiko lingkungan yang besar dan risiko sosial yang tinggi, dan potensi dampak yang 
terkait dengan pelaksanaan proyek, langkah-langkah mitigasi tambahan diperlukan untuk 
meningkatkan hasil proyek 

Kondisi Dasar Lingkungan dan Sosial Pascabencana 

Provinsi Sulawesi Tengah berada di zona seismik aktif dan terletak di garis patahan Palu-Koro. 
Serangkaian peristiwa bencana yang terjadi pada 28 September 2018 bersifat cascading (guncangan 
utama diikuti guncangan/ peristiwa ikutan), dimulai dengan guncangan utama M7.4 dan diikuti oleh tiga 
tsunami dekat daratan. Getaran tanah yang kuat menyebabkan deformasi tanah yang luas, likuifaksi, 
dan aliran lumpur; serta tanah longsor bawah laut, yang kemudian menyebabkan tiga gelombang 
tsunami dekat daratan hingga ketinggian enam meter (diperkuat oleh batimetri dangkal dan morfologi 
teluk yang menyempit). Gelombang pertama mencapai Kota Palu dalam waktu enam menit setelah 
gempa 

Daerah yang terkena dampak bencana meliputi: (i) daerah yang terkena dampak gempa bumi di Kota 
Palu dan kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong; (ii) kelurahan dan desa di Palu dan Sigi yang 
terkena dampak likuifaksi; dan desa-desa di Palu dan Donggala yang terkena dampak gelombang 
tsunami (lihat Gambar 1 1.). Peristiwa bencana menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur, 
bangunan, pemukiman perumahan, fasilitas umum, dan penggunaan lahan pertanian, dan 
menghancurkan tiga lingkungan perumahan (Balaroa dan Petobo di Palu dan Jono Oge di Sigi) Sekitar 
173.000 orang (55.172 rumah tangga) dipindahkan di 400 lokasi (kebanyakan di Sigi dan Palu), dan 
sekitar 1.129 fasilitas pendidikan dan 172 fasilitas kesehatan terkena dampak bencana. 

Menurut UN Women (2018) -Entitas Perserikaan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan 
Pemberdayaan Perempuan- 67% pengungsi adalah perempuan atau anak-anak. Perempuan, laki-laki 
dan anak-anak dipengaruhi secara berbeda oleh bencana. Data dari penilaian gender awal yang cepat 
5 menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki tanggung jawab perawatan yang lebih 
besar selama situasi pascabencana karena mereka sering bertanggung jawab untuk menjaga anggota 
keluarga lainnya di tempat penampungan sementara dan tugas-tugas lain seperti memasak; namun 
mereka memiliki akses terbatas ke informasi tentang dukungan yang tersedia saat ini atau di masa 
depan. Mereka mungkin juga berisiko lebih besar mengalami kekerasan berbasis gender (kekerasan 
dalam rumah tangga, eksploitasi dan pelecehan seksual) daripada sebelum bencana karena mereka 
tinggal di tempat penampungan sementara dengan keamanan, privasi, dan mekanisme 
penanggulangan yang terbatas. 

Masalah dan Temuan 

Komponen 1: Konstruksi tangguh rumah permanen dan infrastruktur permukiman 

Risiko lingkungan dan sosial dalam Komponen 1 dianggap substansial hingga tinggi. Pemukiman 
kembali orang-orang yang dipindahkan dan pencegahan pemukiman kembali (karena pembatasan tata 
guna lahan) membawa risiko sosial yang tinggi yang memerlukan pengelolaan termasuk pembebasan 
lahan, pengambilalihan tanah dan/atau pembatasan penggunaan lahan, hilangnya kepemilikan/hak 
tanah dan aset, dampak mata pencaharian; dampak yang tidak adil/tidak proporsional pada kelompok 
rentan; konflik antara pemukiman kembali dan masyarakat tuan rumah; serta risiko yang terkait dengan 
tenaga kerja yang besar dan beragam, termasuk kondisi kerja yang buruk, kesehatan dan keselamatan 

                                                      
5 Sumber data: Masalah Gender yang Muncul dalam Tanggap Gempa Bumi Sulawesi Tengah (UN-Wanita). 29 Oktober 2018 
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kerja, pekerja anak, arus pekerja dan masalah kekerasan berbasis gender/ GBV yang terkait dengan 
tenaga kerja yang beragam. 

Unit perumahan yang dibangun di lokasi pemukiman baru akan berlokasi di daerah pinggiran kota dan 
tidak terletak di kawasan lindung dengan layanan lingkungan atau nilai konservasi tinggi. Dampak 
lingkungan utama dari pembangunan perumahan permanen dan infrastruktur pemukiman kembali 
adalah pembuangan limbah tidak berbahaya dan berbahaya; peningkatan kebisingan sementara, emisi 
bergerak dan partikel debu; erosi tanah dan limpasan dari penggalian dan pembuangan tanah; 
hilangnya vegetasi; gangguan sosial keselamatan lalu lintas dan gangguan mobilitas. Selama fase 
operasi, dampak potensial termasuk pembuangan limbah cair dan pembuangan limbah domestik. 
Dampak-dampak ini dapat dikurangi di tempat dengan cara yang dapat diprediksi melalui rancangan 
teknis terperinci, rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP), serta menerapkan prosedur 
operasi standar (SOP) dan kode praktik lingkungan (ECOP). 

Rekonstruksi perumahan di tempat lama melalui skema hibah masyarakat saat ini tidak dimasukkan 
sebagai bagian dari ruang lingkup proyek karena pendekatan semacam itu sedang dikelola oleh BNPB. 
ESMF telah memasukkan ketentuan yang diperlukan untuk mengelola risiko yang terkait dengan 
pekerja masyarakat seperti yang ditentukan dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) untuk 
proyek (lihat Lampiran 9). 

Komponen 2: Rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum  

Risiko lingkungan dan sosial dalam Komponen 2 dinilai sedang hingga substansial. Sementara 
kegiatan perkuatan akan dilakukan di tempat lama, kegiatan rekonstruksi dapat mencakup penempatan 
kembali fasilitas dan potensi atas dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Potensi 
dampak buruk terkait dengan kegiatan konstruksi yang mempengaruhi penghuni bangunan dan warga 
umum (termasuk debu, kebisingan, gangguan pada arus lalu lintas yang ada, keselamatan, akses ke 
masyarakat setempat, masalah yang terkait dengan masuknya tenaga kerja), kondisi yang berpotensi 
tidak aman atau praktik kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk, dan potensi paparan pekerjaan 
dan penghuni bangunan terhadap bahan berbahaya (misal, limbah minyak, cat, bahan yang 
mengandung asbes - ACM); dan pengelolaan limbah puing - dampak yang terkait dengan 
pembongkaran bangunan yang rusak parah, dan pembuangan puing-puing (termasuk bahan 
berbahaya seperti ACM). 

Ada kondisi pascabencana yang sangat spesifik di area proyek yang perlu dipertimbangkan seperti 
aspek keselamatan dan kebersihan dari penanganan limbah puing, kondisi geologis yang tidak stabil, 
masuknya tenaga kerja, meningkatnya permintaan kayu lokal untuk pekerjaan konstruksi, dll. Banyak 
kegiatan proyek akan berfokus pada fondasi bangunan yang ada terutama yang terkait dengan 
rekonstruksi dan perkuatan fasilitas umum; sifat dampaknya adalah dapat dipulihkan, pernah terjadi 
sebelumnya atau tidak kompleks dan prosedur operasi standar konstruksi (SOP) yang ada dan kode 
bangunan yang dikelola oleh PUPR dapat diimplementasikan sebagai langkah-langkah mitigasi. 

Kapasitas untuk Mengelola Dampak Lingkungan dan Sosial (E&S) dalam Konteks Pasca Bencana 

Sementara PUPR memiliki keterlibatan dan pengalaman dalam mengelola proyek-proyek yang didanai 
Bank Dunia, kapasitasnya, dan kapasitas unit pelaksana daerah, untuk mengelola risiko dan dampak 
dengan cara yang konsisten dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) dalam ESF Bank Dunia 
kemungkinan akan dipengaruhi oleh skala proyek dan upaya rekonstruksi yang lebih luas. Risiko 
lingkungan & sosial terkait proyek semakin diperkuat oleh pengaturan kelembagaan desentralisasi 
berjenjang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kurangnya/perluasan kapasitas lembaga 
pemerintah kabupaten/kota, pemilik aset, kontraktor dan regulator untuk mengelola penilaian 
lingkungan & sosial yang kuat secara efektif dan penerapan rencana pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan & sosial. 

Penilaian kapasitas lebih lanjut di antara lembaga-lembaga utama, termasuk lembaga-lembaga daerah 
disajikan dalam Lampiran 2 dalam ESMF. 
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Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Alokasi substansial dalam Komponen 3 untuk proyek akan digunakan untuk membiayai fasilitator 
masyarakat, dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan relokasi partisipatif 
dan berbasis masyarakat. Selain itu, proyek ini akan memperkuat pengelolaan aspek lingkungan dan 
sosial secara keseluruhan melalui penyediaan tenaga ahli, dukungan pengawasan dan pengembangan 
kapasitas teknis untuk lembaga terkait dan unit pelaksana. 

3.2 Risiko dan Dampak Spesifik 

3.2.1 Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja 

Masalah dan Temuan 

Tenaga kerja proyek diharapkan besar dan beragam termasuk pejabat pemerintah, kontraktor, pekerja 
masyarakat dan pemasok utama. Ada kekurangan tenaga kerja terampil untuk upaya pemulihan dan 
banyak pekerja (misal, kontraktor) kemungkinan bersumber dari bagian lain negara 

Masuknya Tenaga Kerja 

Masuknya tenaga kerja untuk proyek ini menghadirkan sejumlah risiko lingkungan dan sosial dan 
dampak potensial terhadap masyarakat lokal termasuk i) konflik sosial; perilaku dan kegiatan 
melanggar hukum; masuknya populasi tambahan ('pengikut'), peningkatan beban pada perumahan dan 
layanan publik yang sudah ada (yaitu penegakan hukum, kesehatan, limbah); peningkatan permintaan 
pada sumber daya lokal (makanan, air); penyebaran penyakit menular dan beban pada layanan 
kesehatan; kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak-anak (lihat Lampiran 11); dan 
inflasi harga lokal. 

Masuknya tenaga kerja di Palu cenderung terkonsentrasi di lokasi tertentu termasuk daerah 
pemukiman kembali di dekat daerah perumahan yang ada atau tempat pemukiman sementara, dan 
lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar. Ini menghadirkan peningkatan risiko bagi komunitas 
terdekat. 

Kondisi Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang besar dan beragam menghadirkan beberapa tantangan terkait pengelolaan kondisi 
kerja termasuk: 

• Rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak pekerja di kalangan pengusaha dan pekerja, 
koordinasi dan keterbatasan kapasitas para pemangku kepentingan proyek, dan kesulitan 
dalam mengelola kepatuhan dengan kelompok-kelompok seperti pemasok utama. 

• Risiko pekerja anak/ pekerja di bawah umur (di bawah 15 tahun) dinilai rendah dengan 
pengecualian dari tenaga kerja masyarakat. Partisipasi pekerja muda (15-17 tahun) 
menghadirkan risiko keterlibatan mereka dalam pekerjaan berbahaya atau gangguan 
pendidikan. 

• Risiko K3 dianggap tinggi karena bahaya fisik/kesehatan yang terkait dengan pembongkaran, 
rekonstruksi dan konstruksi dan rendahnya kesadaran/pengalaman/kapasitas di antara 
pengusaha/pekerja untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Risiko tersebut juga berlaku 
untuk pekerja formal dan informal di tempat pembuangan akhir yang ditunjuk (misal, paparan 
asbes atau bahan berbahaya lainnya). 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk mengelola potensi tenaga kerja dan kondisi kerja serta 
dampak terkait akan mencakup: 

• Implementasi prosedur manajemen tenaga kerja proyek, termasuk manajemen dampak buruk 
terhadap masyarakat dari masuknya tenaga kerja yang dipicu oleh proyek (lihat Lampiran 9); 
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• Meminimalkan risiko K3 dan risiko kesehatan masyarakat karena paparan polusi, bahan yang 
mengandung asbes, dan bahan berbahaya melalui penerapan ESCOP (lihat Lampiran 5 dan 
6); 

• Penilaian dan manajemen K3 dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang 
disebabkan oleh tenaga kerja dalam EA/ESMP dan CESMP (termasuk persyaratan untuk sub-
rencana manajemen K3; sub-rencana kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan sub-
rencana pelatihan pekerja) untuk sub-proyek yang sesuai Pedoman Lingkungan, Kesehatan 
dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia. 

• Bantuan teknis untuk PMU dan Direktorat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kemnaker) untuk inspeksi tenaga kerja dan unit kerja provinsi/kabupaten. 

3.2.2 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan serta Manajemen Polusi 

Masalah dan Temuan 
Proyek ini akan menghasilkan puing-puing pembongkaran dan limbah konstruksi dalam volume besar, 
terutama sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Komponen 2. Meskipun proyek akan 
berusaha untuk menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah ini, volume yang relatif besar dari 
sisa limbah perlu dibuang sesuai dengan kemampuan TPA yang memadai di area proyek. Limbah 
pembongkaran dapat mencakup limbah berbahaya seperti bahan yang mengandung asbes (ACM), 
yang akan membutuhkan persyaratan khusus untuk pengumpulan, penanganan, dan pembuangan. 
Meskipun pemahaman dan kapasitas lokal di wilayah Palu dan kedekatannya dalam menangani ACM 
terbatas, dan tidak ada fasilitas pembuangan limbah berbahaya yang ditentukan di Palu, penilaian awal 
menunjukkan bahwa penggunaan ACM di provinsi Sulawesi Tengah adalah terbatas (lihat Biro Statistik 
Pusat, 2017). TPA Kawatuna yang dioperasikan pemerintah rusak setelah tsunami dan peristiwa 
likuifaksi. Melalui ESMF, proyek perlu mengelola pembuangan semua limbah yang tepat untuk 
mencegah polusi. 
 
Batu, pasir, dan material agregat dalam jumlah besar akan diperlukan untuk membangun bangunan, 
jalan, dan merehabilitasi serta merekonstruksi bangunan dan fasilitas yang rusak. Kayu juga akan 
dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi. Sumber bahan konstruksi semacam itu dapat 
menyebabkan kerusakan lingkungan di luar lokasi tambang dan/atau hutan. 
 
Efisiensi sumber daya 
Pembangunan unit rumah baru belum teridentifikasi akan terletak di atau dekat daerah yang langka air, 
dan konsumsi air di wilayah proyek akan disediakan melalui fasilitas pasokan air primer yang memadai 
yang mungkin menjadi bagian dari kegiatan proyek. Proyek ini akan berusaha untuk menggunakan 
kembali atau mendaur ulang kayu, beton, agregat hancur dan batu bata untuk digunakan dalam beton, 
blok bangunan, drainase, jalan, bahan pengisi, dinding penahan dan dasar pondasi. 
 
Penanganan Limbah  

TPA Kawatuna kini menjadi satu-satunya TPA yang beroperasi di Kota Palu. Kawatuna juga mengalami 
kerusakan pada instalasi pengolahan lindi dan gedung operasi selama gempa bumi dan dibebani 
dengan volume puing-puing dan limbah yang diangkut. Izin lingkungan dari tempat pembuangan akhir 
berada dalam badan lingkungan hidup setempat untuk Kota Palu. Pemerintah daerah telah 
mengalokasikan area untuk pengelolaan puing-puing sebagai bagian dari upaya pemulihan namun 
limbah saat ini dicampur dengan limbah domestik lainnya. 

Asbes 

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, penggunaan asbes di kota-kota dan 
daerah pedesaan di provinsi Sulawesi Tengah sangat rendah, menyumbang 1,22% dari semua atap 
asbes di Indonesia, yang menempatkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi terendah kedua dalam 
menggunakan atap asbes. Berdasarkan laporan ini, kecil kemungkinan bahan yang mengandung 
asbes (ACM) dalam proyek akan ditemukan. 
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Asbes chrysotile (asbes 'putih') digunakan sebagai komposit dalam bahan bangunan seperti atap, 
langit-langit, papan lembaran datar dan blok. Serat asbes yang terikat dalam bentuk-bentuk ini 
menimbulkan risiko kecil namun jika bahan-bahan ini rusak, atau salah penanganan, serat bisa hilang 
dan mengudara, menciptakan bahaya dengan risiko tinggi. Menghirup serat asbes dapat menyebabkan 
asbestosis, kanker paru-paru dan mesothelioma. Risiko tertular penyakit ini meningkat dengan jumlah 
serat yang dihirup dan gejalanya sering tidak muncul sampai 20-30 tahun setelah paparan. 

Akan ada kapasitas terbatas di Sulawesi Tengah untuk mengidentifikasi, menghilangkan, dan 
membuang ACM dengan aman. Pekerja konstruksi, pekerja limbah, dan masyarakat umum yang 
bekerja, tinggal atau menggunakan fasilitas yang dekat dengan bangunan yang rusak dan lokasi limbah 
yang mengandung ACM berisiko tinggi terpapar. Penggunaan ACM dalam aktivitas bangunan dan 
konstruksi dilarang berdasarkan peraturan material berbahaya Indonesia saat ini. Meskipun ada 
kemungkinan rendah untuk bertemu ACM dalam proyek, risiko ini dikelola di ESMF, melalui ESCOP, 
yang secara khusus menyediakan Protokol Asbes dalam mengidentifikasi dan menangani ACM jika 
ada indikasi bertemu ACM. 

Erosi dan Transportasi Sedimen 

Persiapan tanah dan pekerjaan tanah terutama di daerah pemukiman kembali terletak di lereng 
bergelombang dan medan yang dimodifikasi membutuhkan volume galian yang besar dan mengisi 
timbunan. Lokasi-lokasi yang berpotensi hujan intensitas tinggi memerlukan perhatian khusus untuk 
mencegah erosi dan banjir lokal, menyediakan drainase sementara untuk melindungi daerah-daerah 
yang berdekatan dan pencegahan penumpukan sedimen di saluran drainase terdekat. 

Erosi tanah tergantung pada beberapa parameter seperti jenis tanah, kemiringan, vegetasi, sifat 
topografi dan intensitas curah hujan. Hilangnya stabilitas tanah dan erosi tanah dapat terjadi karena 
hilangnya tutupan vegetasi, dan berbagai kegiatan konstruksi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya 
kesuburan tanah dan menyebabkan ketidakstabilan lereng. Persiapan lahan untuk proyek dapat 
mengakibatkan penyumbatan atau perubahan jalur aliran alami yang menyebabkan perubahan pola 
drainase di daerah tersebut. Langkah-langkah mitigasi yang efektif dan efisien tidak hanya dapat 
mengurangi tetapi dapat meningkatkan kondisi di atas kondisi yang ada. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk mengelola potensi penggunaan sumber daya dan 
dampak polusi meliputi: 

• Menegakkan persyaratan penawaran untuk kontraktor atau pemasok utama untuk sumber 
bahan baku dari tambang yang ditunjuk secara hukum dan hutan produksi yang 
mengoperasikan EMP yang dapat diterima dan memiliki izin lingkungan. 

• Melaksanakan klasifikasi/pemisahan sampah dan prosedur penanganan dan pembuangan 
limbah (lihat Lampiran 6 dan 7) 

• Melaksanakan protokol asbes proyek termasuk mempekerjakan penasihat manajemen asbes 
dan pengembangan serta penerapan prosedur identifikasi, penanganan dan pembuangan 
asbes (lihat Lampiran 6). 

• Di wilayah proyek, curah hujan terjadi sebagian besar di musim hujan yang berlangsung dari 
November hingga April. Curah hujan dapat memiliki dampak signifikan pada kemampuan untuk 
mengelola dampak lingkungan, terutama dalam hal mengelola drainase, erosi dan 
sedimentasi. Oleh karena itu, kegiatan yang melibatkan gangguan signifikan pada tanah atau 
operasi dengan saluran drainase dan saluran air harus direncanakan untuk dilakukan selama 
bulan-bulan terkering. Penting juga untuk memastikan bahwa semua mekanisme pengendalian 
erosi dan sedimen yang diperlukan tersedia sebelum musim hujan tiba. 
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3.2.3 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat  

Masalah dan Temuan 

Proyek ini akan memulihkan infrastruktur dan layanan kesehatan dan diharapkan memiliki dampak 
positif pada kesehatan dan keselamatan jangka panjang bagi masyarakat yang terkena dampak 
bencana. Sejumlah risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan pembongkaran, 
konstruksi, dan pengoperasian fasilitas baru ini memerlukan pengelolaan. 

Paparan Masyarakat terhadap Masalah Kesehatan dan Keselamatan 

Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pembongkaran dan/atau pembangunan 
perumahan dan infrastruktur publik termasuk paparan terhadap: 

• Bahaya dan kegagalan struktural yang terkait dengan pembongkaran, rekonstruksi dan/atau 
pekerjaan konstruksi; 

• Bahaya Keselamatan Jiwa dan Kebakaran (L&FS); 
• Bahaya fisik di lokasi di mana masyarakat memiliki akses atau berada dalam jarak dekat atau 

di mana tenaga kerja komunitas dipekerjakan; 
• Bahaya lalu lintas dan keselamatan jalan yang terkait dengan pengoperasian kendaraan 

proyek (yaitu pemerintah, kontraktor, pemasok) di jalan umum dan di lokasi konstruksi, 
khususnya yang terkait dengan operasional sekolah dan fasilitas kesehatan; 

• Masalah kesehatan termasuk penyakit yang ditularkan melalui air, dan penyakit yang ditularkan 
melalui vektor yang mungkin disebabkan oleh pengelolaan lokasi yang buruk (misal, genangan 
air); dan penyakit menular seperti HIV/AIDS yang terkait dengan masuknya tenaga kerja; 

• Bahan berbahaya seperti bahan yang mengandung asbes (ACM), bahan kimia berbahaya yang 
digunakan/disimpan oleh kontraktor (lihat Lampiran 6 dan 7); dan 

• Dampak pada kondisi kehidupan yang terkait dengan udara (missal, febu), polusi suara dan 
getaran 

Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Terhadap Anak 

Risiko Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Kekerasan Terhadap Anak (VAC) risiko yang terkait 
dengan kegiatan proyek dianggap substansial mengingat dimensi gender yang ada (lihat Bagian 3.3.3) 
dan prevalensi insiden GB /VAC di Sulawesi Tengah sebelum bencana, dan peningkatan risiko selama 
konteks pasca bencana/pemulihan (lihat Lampiran 11) 

Masalah utama termasuk: 

• Masuknya tenaga kerja: Dalam situasi pascabencana, proyek-proyek infrastruktur dapat 
menyebabkan risiko GBV yang lebih besar karena beroperasi dalam kondisi sosial yang sudah 
rentan akibat bencana, dan berbagai hubungan tidak setara yang ada di masyarakat. Kapasitas 
kontraktor untuk memitigasi risiko GBV dan VAC secara efektif cenderung terbatas 

• Pemukiman sementara dan permanen - Risiko GBV/VAC meningkat di daerah pemukiman 
sementara dan permanen di mana perempuan dan anak-anak dapat terpapar pada bahaya 
baru (yaitu kurangnya privasi, berkurangnya keamanan, perubahan tugas rumah tangga, 
kurangnya/perubahan kegiatan mata pencaharian, perkawinan anak) dan kurangnya akses ke 
jaringan dan layanan pendukung. 

• Penyedia layanan GBV: sementara penyedia layanan ada di Palu dan telah didukung oleh 
berbagai LSM selama respons dan pemulihan dini, dipahami bahwa sumber daya akan tetap 
melebar karena fasilitas yang rusak dan peningkatan risiko GBV yang melekat dalam situasi 
pascabencana. 

Masuknya tenaga kerja selama konstruksi dapat meningkatkan risiko GBV baik bagi pekerja 
perempuan maupun perempuan dan anak perempuan yang tinggal di dekat lokasi konstruksi. 
Kerentanan dan keadaan miskin pascabencana dapat semakin meningkatkan risiko tersebut. 
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Pekerja konstruksi akan berinteraksi dengan masyarakat setempat setiap hari, seperti pembelian 
makanan, layanan, dan kebutuhan sehari-hari. Pekerja dari luar daerah dapat dipandang sebagai 
individu yang memiliki banyak akal dan ini dapat menghasilkan harapan baru dan beberapa tingkat 
ketergantungan finansial, terutama karena peluang bisnis baru diciptakan. Kecemburuan juga dapat 
diantisipasi jika pangsa tenaga kerja yang masuk jauh lebih besar daripada tenaga kerja lokal. 

Dalam berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia, gelombang besar pekerja laki-laki dapat 
meningkatkan permintaan akan hubungan seksual dan bahkan risiko perdagangan perempuan untuk 
tujuan hubungan seksual, pemaksaan atau pernikahan dini/anak. 

Kapasitas kontraktor untuk memitigasi risiko GBV dan VAC secara efektif cenderung terbatas. 
Penyedia layanan GBV ada di Palu dan telah didukung oleh berbagai LSM selama respons dan 
pemulihan awal, namun dipahami bahwa sumber daya akan tetap melebar karena fasilitas yang rusak 
dan peningkatan risiko GBV yang melekat dalam situasi pascabencana. 

Peristiwa darurat dapat timbul dari bahaya alam atau buatan manusia selama konstruksi dan fase 
operasional bangunan publik yang dibiayai oleh proyek. Selama konstruksi, risiko ini meningkat di lokasi 
yang dekat dengan daerah sensitif seperti sekolah dan fasilitas kesehatan di mana guru/siswa dan 
staf/pasien masih ada, serta di lokasi yang dekat dengan daerah perumahan. Perempuan, anak-anak, 
orang tua, dan penyandang disabilitas (termasuk mereka yang menyandang disabilitas setelah 
bencana) dan orang lemah sangat rentan. Fasilitas umum yang dibiayai oleh proyek harus mematuhi 
kesiapsiagaan darurat dan langkah-langkah perencanaan respon — termasuk desain terpadu rute 
evakuasi darurat di dalam dan jauh dari lokasi dan bangunan proyek, rambu evakuasi darurat, 
lokasi/zona evakuasi yang ditunjuk, dan tampilan serta komunikasi prosedur evakuasi untuk penghuni 
dan pengguna bangunan. 

Layanan ekosistem 

Proyek ini diharapkan tidak berdampak buruk pada jasa ekosistem. Pasokan air untuk lokasi relokasi 
utama, akan bersumber dari sumber air yang ada (yaitu Lewara dan Paneki, dan aliran Sungai Poboya, 
dengan kapasitas tambahan dari sumur bor baru. Pasokan kayu, pasir, batu dan bahan agregat akan 
bersumber dari sumber hukum dan/atau operasi yang memiliki izin lingkungan yang valid dan 
menerapkan praktik manajemen lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan undang-undang 
Pemerintah Indonesia. 

Pengaturan Keamanan 

Pengaturan keamanan untuk perlindungan personel dan properti selama konstruksi kegiatan 
proyek/sub-proyek saat ini tidak dikonfirmasi. 

Desain dan Keamanan Infrastruktur 

Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan operasi infrastruktur yang dibiayai 
proyek, termasuk paparan terhadap bahaya alam (misalnya, gempa bumi, tsunami, banjir) dan bahaya 
fisik (misalnya, fasilitas yang tidak aman, operasi yang tidak aman) dan kecelakaan (misalnya 
kebakaran, sengatan listrik) dan akses untuk kelompok-kelompok rentan (misalnya, penyandang 
disabilitas fisik, anak-anak, perempuan). Rekayasa teknis dan dukungan desain arsitektur akan 
diberikan kepada proyek untuk mengatasi pertimbangan desain tersebut. Dokumen penawaran standar 
dan DED akan menggabungkan aspek-aspek ini sejalan dengan standar teknik dan kode bangunan 
pemerintah, termasuk yang menguraikan langkah-langkah mitigasi risiko seismik dan desain akses 
universal untuk desain dan rekayasa bangunan, serta perencanaan dan desain lokasi. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk mengelola dampak kesehatan dan keselamatan 
masyarakat meliputi: 

• Memasukkan kode dan praktik keselamatan struktural dan L&FS ke dalam desain, sesuai 
dengan standar nasional dan internasional yang relevan. 
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• Persiapan dan implementasi kesiapsiagaan darurat dan rencana respons selama fase 
konstruksi dan operasional (misal, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan). 

• Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai dalam ESIA sub-proyek yang relevan. 
ESMP/CESMP sub-proyek akan menguraikan Langkah-langkah manajemen dan mitigasi 
khusus untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat (termasuk rencana manajemen 
konstruksi, rencana pengelolaan limbah, rencana manajemen lalu lintas, dan kegiatan 
kesadaran masyarakat) selama konstruksi dan operasi. 

• Implementasi kerangka kerja manajemen risiko bahaya Proyek untuk peristiwa darurat (lihat 
Lampiran 4) termasuk persyaratan ESMP/CESMP sub-proyek untuk memasukkan sub-
rencana tanggap darurat. 

• Menerapkan strategi proyek untuk pencegahan dan respon terhadap GBV/SEA (lihat 
Lampiran 11) termasuk pemetaan penyedia layanan, pelatihan dan kesadaran, dan protokol 
tanggapan, serta desain yang aman dari lokasi relokasi dan fasilitas umum. 

• Menetapkan persyaratan proyek minimum untuk standar ketahanan dan inklusi sesuai dengan 
peraturan Pemerintah dan pedoman teknis. 

• Memperkuat pengawasan proyek selama implementasi melalui mobilisasi spesialis, pakar, dan 
fasilitator yang relevan. 

• Melakukan konsultasi bertarget dengan kelompok populasi rentan untuk menginformasikan 
perencanaan dan desain terperinci dari lokasi pemukiman kembali dan fasilitas umum. 

• Pakar independen untuk menilai risiko fase operasional selama desain dan memitigasi risiko 
melalui perencanaan yang tangguh, desain terperinci (termasuk desain yang peka gender dan 
akses universal) dan kegiatan perencanaan operasi dan pemeliharaan. 

3.2.4 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali 
Secara Paksa 

Komponen 1 dari proyek akan mendukung pengembangan daerah pemukiman baru untuk relokasi: i) 
orang-orang yang secara fisik terlantar akibat bencana dan saat ini menempati tempat penampungan 
sementara (sebagai prioritas); dan ii) orang yang masih tinggal di daerah bencana (yang telah 
ditetapkan sebagai daerah zona merah) yang bersedia untuk dipindahkan. Semua relokasi ke daerah 
pemukiman baru akan bersifat sukarela dan penerima manfaat yang ditargetkan akan diberitahu 
tentang pilihan mereka dan diberi hak untuk menolak untuk pindah. Komponen 2 akan membiayai 
perbaikan, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pendidikan publik, kesehatan dan infrastruktur pasar di 
tempat lama atau di lokasi baru. 

Persyaratan pembebasan lahan langsung dan potensi dampak pemindahan fisik dan ekonomi yang 
terkait dengan kegiatan proyek diuraikan dalam dampak yang diuraikan dalam Tabel 3 1. Dampak tidak 
langsung terkait dengan zonasi risiko bahaya juga disorot. 
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Tabel 3 1 Persyaratan pembebasan lahan dan potensi pemukiman kembali secara paksa 

Target grup Risiko terkait proyek dan dampak potensial ESS yang berlaku 

Pembebasan lahan dan 
pemindahan fisik 

Pemindahan ekonomi 

Komponen 1 

Orang yang 
secara fisik 
terlantar akibat 
bencana 

Langsung - Tidak ada 
pemindahan fisik (sudah 
terlantar akibat bencana). 
Tidak Langsung - 
Pembatasan penggunaan 
lahan sebagai akibat dari 
zonasi bahaya/risiko 

Langsung - Tidak ada 
perpindahan ekonomi 
(sudah terlantar akibat 
bencana). 
Tidak Langsung - 
Pembatasan penggunaan 
lahan sebagai akibat dari 
zonasi bahaya/risiko - 
dengan implikasi mata 
pencaharian. 

ESS 5 - Tidak berlaku untuk 
para pengungsi atau 
pemukiman kembali secara 
sukarela.  
ESS 1 - Mengurangi potensi 
dampak pemukiman kembali 
- yaitu bahwa area 
pemukiman kembali tidak 
memberikan peluang mata 
pencaharian yang memadai 
memperburuk dampak yang 
dihasilkan dari bencana dan 
zonasi ulang. Pertimbangan 
harus diberikan pada desain 
paket bantuan relokasi untuk 
menghindari terciptanya atau 
memperburuk kesenjangan 
sosial-ekonomi antara 
masyarakat yang terkena 
dampak saat mereka 
menderita berbagai tingkat 
kesulitan pascabencana. 

Orang yang 
tinggal di 
daerah 
bencana yang 
diklasifikasikan 
sebagai zona 
merah 

Langsung - Relokasi fisik ke 
area pemukiman kembali 
Tidak Langsung - 
Pembatasan penggunaan 
lahan sebagai akibat dari 
zonasi bahaya/risiko 

Langsung - hilangnya mata 
pencaharian/ aset penghasil 
pendapatan (tanah, bisnis) 
Tidak Langsung - 
Pembatasan penggunaan 
lahan sebagai akibagt dari 
zonasi bahaya/risiko - 
dengan implikasi mata 
pencaharian  
 

ESS 5 - Tidak berlaku untuk 
para pengungsi akibat 
bencana. 
ESS 1 - Mengurangi potensi 
dampak pemukiman kembali 
- yaitu area pemukiman 
kembali tidak memberikan 
peluang mata pencaharian 
yang memadai memperburuk 
dampak yang dihasilkan dari 
bencana dan zonasi ulang. 
Pertimbangan harus 
diberikan pada desain paket 
bantuan relokasi untuk 
menghindari terciptanya atau 
memperburuk kesenjangan 
sosial-ekonomi antara 
masyarakat yang terkena 
dampak saat mereka 
mengalami berbagai tingkat 
kesulitan pascabencana. 
Masyarakat yang tinggal di 
zona merah yang ditunjuk 
akan dibuat peka dalam 
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Target grup Risiko terkait proyek dan dampak potensial ESS yang berlaku 

Pembebasan lahan dan 
pemindahan fisik 

Pemindahan ekonomi 

memahami risiko bencana di 
zona bahaya, pilihan-pilihan, 
biaya dan manfaat melalui 
proses fasilitasi masyarakat 
untuk memungkinkan mereka 
membuat keputusan 
berdasarkan informasi. 

Pemilik/ 
pengguna 
lahan di 
daerah 
pemukiman 
yang diusulkan 

Langsung - Pembebasan 
lahan secara paksa, 
relokasi fisik permanen 
dan/atau pembatasan akses 
ke penggunaan lahan yang 
diakibatkan oleh perolehan/ 
pengembangan lokasi 
pemukiman kembali ATAU 
pemindahan sementara 
pengguna lahan selama 
konstruksi. 
 

Langsung - Pemindahan 
ekonomi permanen 
termasuk hilangnya mata 
pencaharian/aset penghasil 
pendapatan (yaitu tanah, 
bisnis) yang diakibatkan 
oleh perolehan/ 
pengembangan lokasi 
pemukiman kembali ATAU 
pemindahan sementara 
pengguna lahan selama 
konstruksi. 

ESS5 - Mengelola potensi 
dampak pemindahan fisik 
dan ekonomi yang dihasilkan 
dari pemukiman kembali 
secara paksa. 

Komponen 2 

Pemilik/ 
pengguna 
lahan di lokasi 
yang ada 

Langsung - Lokasi saat ini - 
tidak ada pembebasan 
lahan atau dampak 
terhadap pemilik lahan. 
Relokasi fisik permanen 
dan/atau pembatasan akses 
(pengguna informal) ke 
penggunaan lahan yang 
diakibatkan oleh 
perolehan/pengembangan 
lokasi pemukiman kembali 
ATAU pemindahan 
sementara pengguna lahan 
selama konstruksi. 
 

Langsung - Pemindahan 
ekonomi permanen 
(pengguna informal) 
termasuk hilangnya mata 
pencaharian/aset penghasil 
pendapatan (yaitu tanah, 
bisnis) yang diakibatkan 
oleh perolehan/ 
pengembangan lokasi 
pemukiman kembali. ATAU 
pemindahan sementara 
pengguna lahan selama 
konstruksi. 

ESS5 - Mengelola potensi 
dampak pemindahan fisik 
dan ekonomi yang dihasilkan 
dari pemukiman kembali 
secara paksa. 

Pemilik/ 
pengguna 
lahan di lokasi 
baru yang 
diusulkan 

Langsung - Pembebasan 
lahan secara paksa, 
relokasi fisik permanen 
dan/atau pembatasan akses 
ke penggunaan lahan yang 
diakibatkan oleh perolehan/ 
pengembangan lokasi 
pemukiman kembali ATAU 
pemindahan sementara 
pengguna lahan selama 
konstruksi. 
 

Langsung - Pemindahan 
ekonomi permanen 
(pengguna informal) 
termasuk hilangnya mata 
pencaharian/aset penghasil 
pendapatan (yaitu tanah, 
bisnis) yang diakibatkan 
oleh perolehan/ 
pengembangan lokasi 
pemukiman kembali. ATAU 
pemindahan sementara 
pengguna lahan selama 
konstruksi. 

ESS5 - Mengelola potensi 
dampak pemindahan fisik 
dan ekonomi yang dihasilkan 
dari pemukiman kembali 
secara paksa. 
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Masalah dan Temuan 

Penetapan Lokasi Pemukiman Kembali 

Sejalan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah,6  tiga lokasi pemukiman kembali yang besar 
telah diusulkan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Termasuk i) Tondo-Talise, ii) Duyu; iii) Pombewe-
Olobuju. Lokasi-lokasi ini telah dipilih berdasarkan potensi ketersediaannya (sebagai konsesi HGB 
dan/atau HGU yang diabaikan). Proses pengalihan tanah dari pemilik konsesi saat ini ke pemerintah 
(sebagai tanah negara) sedang berlangsung dan sedang dikelola oleh ATR/BPN.  

Pendekatan lembaga untuk semua lokasi adalah dengan mengidentifikasi tanah di dalam area konsesi 
dengan risiko rendah sengketa dari pemegang konsesi atau pengguna informal atau klaim dan cocok 
untuk pemukiman kembali. Namun, terdapat penggunaan informal dari lokasi yang diusulkan seperti 
tambang dan perkebunan dalam kasus Duyu atau sertifikat yang tumpang tindih dalam kasus 
Pombewe-Olobuju. Akibatnya, setelah verifikasi ATR/ BPN dan negosiasi lebih lanjut dengan pemilik 
konsesi, area yang diharapkan untuk dikembangkan telah berkurang, dengan pengecualian Pombewe-
Olobuju di mana konsesi telah berakhir. 

Lokasi tambahan untuk 'skema relokasi satelit' belum dikonfirmasi (lihat Gambar 3 1). Lokasi-Lokasi 
ini akan tunduk pada verifikasi teknis dan uji tuntas kelayakan hukum untuk memastikan keamanan, 
kelayakan serta status 'bersih dan jelas' untuk mencegah klaim dan/atau perselisihan di masa depan. 

Tanggung jawab pembebasan lahan untuk lokasi relokasi satelit tambahan ada pada pemerintah 
kabupaten dan/atau kota. Risiko pembebasan lahan untuk pemukiman kembali yang terkait dengan 
lokasi-lokasi ini dianggap sedang hingga tinggi dikarenakan jumlah lokasi, kisaran kepemilikan yang 
berbeda dan pengaturan penggunaan yang mungkin ada, dan keterbatasan pengetahuan, anggaran, 
dan kapasitas pemerintah daerah untuk menilai dan mengelola dampak pemukiman kembali sesuai 
dengan ESS5 Bank Dunia. 

Penentuan lokasi pemukiman kembali juga dapat menyebabkan dampak pada tanah dan aset dan/atau 
pembatasan akses ke penggunaan lahan di luar area pemukiman untuk memfasilitasi infrastruktur 
publik (misal, pasokan air dan listrik), yang memerlukan pengelolaan dan konsultasi yang cermat 
dengan masyarakat setempat. 

                                                      
6 (Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah) No.369/516/Dis.BMPR-G-ST/2018 tentang Penetapan Lokasi 
(atau disebut Penlok) 
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Gambar 3-1: Potensi Indikasi Lokasi Relokasi Satelit  

Penetapan Zona Merah dan Pencegahan Pemukiman Kembali 

Pencegahan Pemukiman Kembali/ preventative resettlement (secara sukarela) yang mungkin terjadi 
karena rumah tangga yang tinggal di "zona merah" yang ditunjuk memiliki sejumlah dampak potensial 
pemukiman kembali yang perlu dikelola oleh proyek. Baik orang yang kehilangan tempat tinggal (yang 
saat ini menempati tempat penampungan sementara) dan orang yang masih tinggal di daerah bencana 
(yang diperkirakan akan pindah) kemungkinan akan terkena dampak oleh pembatasan penggunaan 
lahan; kehilangan aset; dan dampak yang terkait pada mata pencaharian. Zonasi risiko bahaya 
bencana dan khususnya penetapan zona merah adalah kegiatan pemerintah dan tidak dibiayai oleh 
proyek. 

Pengelolaan dampak-dampak ini kemungkinan akan semakin diperumit dengan kurangnya informasi 
terperinci tentang informasi zonasi (sampai rencana tata ruang terperinci diselesaikan) dan meskipun 
pemberitahuan publik telah didirikan di beberapa lokasi utama, kurangnya demarkasi batas darat yang 
jelas dan disepakati dan dasar hukum untuk penegakan hukum telah mengakibatkan beberapa orang 
terlantar membangun kembali tempat tinggal mereka dan berkegiatan kembali di daerah-daerah ini.  
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Pendidikan Publik, Kesehatan dan Infrastruktur Pasar 

Tidak ada dampak lahan dan pemukiman kembali secara paksa yang diantisipasi untuk kegiatan 
perbaikan infrastruktur di tempat lama. 

Dalam hal diperlukan penempatan kembali atas fasilitas, preferensi akan ditempatkan pada tanah 
publik yang ada untuk meminimalkan kebutuhan pembebasan lahan. Lokasi lain (non-publik) mungkin 
diperlukan untuk pengembangan fasilitas dan bangunan publik baru. Ini mungkin memerlukan 
pembebasan lahan secara paksa dan karenanya, mungkin berdampak pada pemilik/pengguna lahan 
saat ini. Untuk skenario terakhir, uji tuntas kelayakan atas kepemilikan lokasi/aset akan diperlukan (lihat 
Lampiran 8.5). 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk mengelola potensi dampak lahan dan pemukiman 
kembali secara paksa termasuk pengembangan dan implementasi LARAP (Rencana Aksi Pengadaan 
Lahan dan Relokasi), yang akan disiapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota melalui 
dukungan dan fasilitasi proyek. Dokumen tersebut akan terdiri dari topik-topik berikut: 

• Uji tuntas kelayakan dan rencana pembebasan lahan (Komponen 1 dan 2): menginformasikan 
status lahan yang diusulkan untuk area relokasi baik untuk perumahan dan infrastruktur publik. 
Aktivitas uji tuntas kelayakan akan mengonfirmasi status hukum tanah, aktivitas fisik/pekerjaan 
aktual di lahan, serta kelayakan teknis (misal, kesesuaian untuk perumahan atau infrastruktur 
publik). Rencana pembebasan lahan akan dikembangkan untuk menginformasikan tindakan 
yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan 
pembebasan lahan apa pun (misal, skema kompensasi untuk pemilik/pengguna lahan). 

• Rencana Aksi Relokasi (Komponen 1): berdasarkan konsultasi, memberikan inventaris 
terperinci tentang rumah tangga sasaran, dan informasi sosial-ekonomi dan demografis 
termasuk preferensi dan kebutuhan khusus serta kendala. Rencana-rencana ini juga harus 
membahas dukungan pemulihan transisi dan mata pencaharian yang perlu tercermin dalam 
keseluruhan perencanaan relokasi. 

Panduan lebih lanjut untuk LARAP dapat ditemukan di Lampiran 8. 

3.2.5 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam proyek tidak terletak di dalam kawasan lindung yang 
ditunjuk secara hukum atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Bagian utama dari 
kegiatan proyek kemungkinan terkandung dalam tapak yang ada untuk fasilitas umum sementara 
pengembangan perumahan di lokasi pemukiman baru sebagian besar terdiri dari habitat yang sudah 
dimodifikasi. Dampak lebih lanjut pada habitat yang dimodifikasi akan dinilai selama persiapan 
dokumen penilaian dampak lingkungan selama implementasi proyek. Proyek mungkin menggunakan 
bahan baku seperti kayu, pasir, batu dan bahan agregat tetapi akan bersumber melalui langkah-
langkah yang ditentukan dalam Praktek Industri Internasional yang Baik (GIIP) seperti membeli bahan 
dari tambang dan hutan produksi yang menerapkan EMP yang dapat diterima dan memiliki izin 
lingkungan. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Mengikuti pendekatan kehati-hatian, ESMF akan memasukkan dalam daftar negatif (lihat sub-
lampiran 3.1) persyaratan untuk tidak membiayai kegiatan proyek yang berlokasi di dalam kawasan 
hutan yang ditunjuk secara hukum dan/atau area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, dan tidak 
membiayai pembelian konstruksi bahan yang bersumber dari sumber ilegal  

3.2.6 Masyarakat Adat  
Masyarakat Kaili dipahami sebagai kelompok populasi asli lembah Palu dan sebagai kelompok 
dominan di wilayah proyek dan diharapkan menjadi mayoritas penerima manfaat langsung dari proyek 
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/orang-orang yang terkena dampak. Kelompok non-adat dari seluruh Indonesia ada di wilayah proyek, 
sebagai hasil dari program transmigrasi pemerintah, dan juga akan mendapat manfaat dari proyek 
tersebut. 

Beberapa suku terpencil, yang mungkin memiliki karakteristik Masyarakat Adat sesuai dengan ESS 5 
ada di daerah pegunungan di sekitar Palu, Sigi dan Donggala, termasuk suku Da'a di Donggala dan 
Sigi. Mereka tidak diharapkan terkena dampak langsung dari kegiatan proyek, namun penilaian lebih 
lanjut tentang keberadaan Masyarakat Adat sesuai persyaratan ESS 5, serta dampak potensial pada 
kelompok-kelompok ini, dapat dijamin sebagai bagian dari implementasi proyek. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi untuk mengelola dampak potensial pada masyarakat adat 
termasuk implementasi IPPF, yang menjabarkan proses untuk konsultasi dan pelibatan, penghindaran 
dan pengurangan dampak serta persyaratan untuk persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA/FPIC) sesuai persyaratan ESS 7 (lihat Lampiran 12). 

3.2.7 Warisan Budaya  
Keberadaan dan peluang penemuan sumber daya budaya dianggap tidak mungkin di wilayah proyek 
mengingat pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan untuk bangunan dan fasilitas yang 
ada yang tidak memiliki nilai warisan budaya yang diketahui. Namun, mengingat bahwa lokasi 
pemukiman kembali adalah ladang hijau di tiga lokasi baru, prosedur pencarian akan dimasukkan 
dalam ESMF dan pelatihan untuk pekerja akan dilakukan. Penyaringan untuk sumber daya budaya 
(benda dan tak benda) akan dilakukan pada tahap awal persiapan proyek selama perencanaan lokasi 
dan persiapan teknis. Jika ada sumber daya budaya yang diidentifikasi secara kebetulan pada setiap 
tahap persiapan atau implementasi proyek, penanganannya akan dilindungi sesuai persyaratan ESS 
8. 

3.3 Risiko dan Dampak Lain 

3.3.1 Fasilitas Terkait 
Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi keseluruhan di Sulawesi Tengah saat ini dibiayai oleh banyak 
penyedia dana, yang meliputi lembaga pemerintah, lembaga bilateral dan multilateral serta organisasi 
non-pemerintah (LSM). Investasi dalam CERC NSUP/KOTAKU dan CSRRP kemungkinan akan terjadi 
di daerah di mana ada investasi yang sedang berlangsung oleh penyedia dana lain dan ini berlaku 
untuk Komponen 1 dan 2. Misalnya, perencanaan dan desain untuk lokasi hunian tetap (Huntap) di 
Tondo sudah mulai dengan beberapa unit perumahan yang dibiayai oleh LSM Buddha Tzu Chi (BTC) 
dan lainnya yang hampir selesai. Selain itu, 1.500 unit rumah lainnya akan dibangun oleh BTC di 
Pombewe. 

Berdasarkan ESS 1, di mana kegiatan-kegiatan ini “i) berhubungan langsung dan signifikan dengan 
proyek; ii) dilaksanakan, atau direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan proyek; dan iii) 
diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilakukan jika proyek 
tidak ada", didefinisikan sebagai 'Fasilitas Terkait" dan ESS yang relevan berlaku, "sejauh Peminjam 
memiliki kendali atau pengaruh atas Fasilitas Terkait tersebut. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

Langkah-langkah manajemen dan mitigasi yang berkaitan dengan fasilitas terkait meliputi: 

• Melakukan penyaringan proyek/kegiatan lain untuk menentukan apakah mereka didefinisikan 
sebagai 'Fasilitas Terkait', yang membutuhkan penerapan ESS. 

• Melibatkan pengusul/penyedia dana untuk memastikan kesesuaian dengan ESS yang relevan 
dalam CSRRP. 
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3.3.2 Mata pencaharian di daerah pemukiman baru 
Setiap komunitas yang terkena dampak bencana memiliki kebutuhan mata pencaharian yang berbeda. 
Data dari Biro Statistik mengenai potensi desa (Podes 2018) dan didukung oleh pengamatan lapangan 
menunjukkan bahwa mata pencaharian utama di Balaroa melibatkan perdagangan dan konstruksi. Di 
Petobo dan Jono Oge mata pencaharian sebagian besar berbasis pertanian. Di daerah yang terkena 
dampak tsunami, mata pencaharian meliputi perikanan, perdagangan, dan pertanian. 

Meskipun ada pengakuan dari semua tingkat Pemerintah tentang perlunya mempertimbangkan dan 
merencanakan pemulihan mata pencaharian, beberapa hambatan utama termasuk kurangnya 
ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan mata pencaharian spesifik dan preferensi 
masyarakat yang terkena dampak, komitmen anggaran jangka panjang untuk program pemulihan mata 
pencaharian dan mandat institusional yang tidak jelas antara lembaga pemerintah daerah terkait yang 
bertanggungjawab atas pemulihan mata pencaharian. Beberapa opsi dan alternatif relokasi telah 
dipertimbangkan, termasuk menempatkan masyarakat yang dekat dengan basis mata pencaharian 
pra-bencana mereka (yaitu nelayan di dekat pantai, pedagang kota di daerah perkotaan) melalui 
'skema relokasi satelit', penyediaan/pengembangan lahan pertanian (yaitu Pombewe) dan potensi 
penggunaan terbatas dari zona merah untuk tujuan mata pencaharian. 

Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 

LARAP Sub-proyek yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota untuk lokasi permukiman yang 
diusulkan akan menjelaskan rencana relokasi yang komprehensif termasuk aspek pemulihan mata 
pencaharian bagi orang-orang yang dipindahkan dari bencana. Pendekatan relokasi alternatif, 
khususnya 'skema relokasi satelit,' juga sedang dipertimbangkan, untuk meminimalkan risiko gangguan 
mata pencaharian. 

3.3.3 Gender and Disability Inclusion 
Bencana berdampak pada perempuan, anak perempuan, laki-laki, anak laki-laki, dan orang-orang 
dengan identitas gender yang beragam secara berbeda dan memperburuk kerentanan, risiko, dan 
ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya, seperti yang terkait dengan penyandang disabilitas, 
lanjut usia, dan anak-anak. 

Peran gender di Sulawesi dipengaruhi oleh budaya patriarki di masyarakat dan berimplikasi pada 
perempuan dan anak-anak selama periode pascabencana. Bencana telah membuat keluarga 
kehilangan tempat tinggal, kerusakan aset dan lahan, dan membuat orang menganggur. Mereka yang 
kehilangan anggota keluarga atau pasangan sekarang perlu melakukan peran merawat, yang mungkin 
merupakan keterampilan atau rutinitas yang baru diperoleh. Peran domestik perempuan mungkin telah 
berlipat ganda sejak bencana, dimana selain bertanggungjawab atas perawatan keluarga, beberapa 
sekarang dapat menjadi pencari nafkah. 

Strategi penanggulangan kehidupan yang baru dapat muncul dalam konteks pasca bencana. Tidak 
terkecuali Sulawesi Tengah. Pernikahan anak-anak telah meningkat setelah pemulihan bencana; 
praktik-praktik semacam itu biasanya melibatkan gadis-gadis muda yang dinikahkan dengan pria yang 
lebih tua di bawah 'tangan' atau pernikahan siri, yang mengakibatkan sedikit perlindungan untuk gadis-
gadis itu jika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. 

Kebutuhan untuk rekonstruksi dan pemulihan yang cepat terkadang juga mengabaikan kebutuhan 
dasar perempuan. Fasilitas sanitasi di tempat penampungan sementara mungkin hanya memberikan 
sedikit privasi bagi wanita dan dengan demikian membuat mereka menghadapi berbagai risiko. 
Demikian pula, kurangnya pertimbangan atas fasilitas memasak, air mengalir, jarak dari pasar atau 
sekolah juga dapat menempatkan mereka pada kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan laki-
laki. 

Perencanaan dan desain lokasi pemukiman kembali, dan desain fasilitas umum, akan memenuhi 
kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak seperti pencahayaan yang aman, desain kamar mandi 
yang peka gender, dan jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh pejalan kaki. Pertimbangan semacam 
itu akan meningkatkan akses universal termasuk bagi para penyandang disabilitas dan lansia. 
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Langkah-Langkah Manajemen dan Mitigasi 
Fasilitasi masyarakat dalam proyek ini akan berupaya memastikan bahwa perempuan dan organisasi 
kepentingan perempuan terwakili secara setara dalam pengambilan keputusan dan memiliki akses ke 
mekanisme penanganan pengaduan. Layanan rujukan GBV/SEA akan diberitahukan kepada 
perempuan di komunitas sasaran dengan dukungan dari fasilitator proyek untuk memastikan bahwa 
tindakan dan/atau dukungan yang tepat tersedia jika insiden terjadi atau dilaporkan. Rencana lokasi 
dan desain teknik terperinci akan diperlukan untuk memenuhi standar proyek yang disepakati terkait 
dengan inklusi. 

3.4 Matriks Risiko dan Dampak Lingkungan & Sosial Komponen 
Proyek/Kegiatan  

Analisis lebih lanjut tentang Risiko Lingkungan dan Sosial Proyek pada setiap tahap implementasi 
bersama dengan langkah-langkah mitigasi dan/atau penghindaran risiko yang diusulkan disajikan 
dalam Lampiran 1.  
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4 PERENCANAAN, PERSETUJUAN DAN IMPLEMENTASI 
MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 

Bagian ini menjelaskan prosedur untuk memandu: 

a. Penyaringan lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan dan kegiatan-kegiatan sub-
proyek; 

b. Persiapan instrumen lingkungan dan sosial yang relevan; 
c. Tinjauan dan proses persetujuan; 
d. Pemantauan aspek lingkungan dan sosial; dan 
e. Penyelesaian pengaduan. 

4.1 Prinsip 
Prinsip-prinsip untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dan dampak potensial yang terkait 
dengan sub-proyek CSRRP adalah sebagai berikut: 

• Proyek akan membiayai Komponen 1 dan 2 hanya untuk lokasi-lokasi di mana terdapat bukti 
bahwa lahan tersebut “bersih dan jelas” secara hukum dan fisik, serta layak secara teknis untuk 
pengembangan; 

• Sub-proyek harus menghindari, atau meminimalkan jika dampak negatif terhadap lingkungan 
dan sosial tidak dapat dihindari, termasuk pembebasan lahan dan masyarakat adat yang 
terkena dampak, dan pemerintah daerah harus mengeksplorasi rancangan alternatif yang 
layak untuk menghindari/meminimalkan dampak negatif dan/atau meningkatkan dampak 
positif; 

• Sub-proyek harus sesuai dengan Rencana Pengembangan Tata Ruang Kabupaten/Kota dan 
menghindari kawasan lindung yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan; 

• Setiap proyek dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang negatif harus disertai 
dengan instrumen yang tepat untuk mengurangi dan mengatasi dampak tersebut; 

• Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial akan menjadi bagian 
dari keseluruhan pengaturan pemantauan dan pelaporan proyek; dan 

• Sub-proyek yang memenuhi syarat untuk pendanaan tidak boleh mencakup kegiatan dengan 
dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, kompleks, tidak dapat dipulihkan, dan dampak 
negatif yang merugikan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau dampak pemukiman 
kembali yang signifikan yang memerlukan tindakan mitigasi yang kompleks. Jika ada sub-
proyek yang diidentifikasi sebaliknya, proyek tidak akan membiayainya. 

Mengacu pada persyaratan "bersih dan jelas", lokasi yang diusulkan harus bebas dari sitaan/sengketa 
hukum dan layak secara teknis (lihat Sub-lampiran 8.5). Semua klaim dan penggunaan lahan formal 
dan informal harus diselesaikan sesuai dengan ESS 5 sebelum konstruksi apa pun. 

4.2 Keseluruhan Proses Manajemen Lingkungan dan Sosial (E&S) 
Menimbang bahwa CSRRP akan diimplementasikan dalam konteks pasca bencana, manajemen 
lingkungan dan sosial secara keseluruhan berupaya memandu penilaian dan persiapan instrumen 
lingkungan sosial yang sebanding dengan tingkat risiko potensial, dampak, dan sensitivitas dasar pasca 
bencana. 

Sub-proyek yang dibiayai dalam proyek ini harus disaring untuk: a) menentukan kelayakan untuk 
pembiayaan; dan b) untuk mengidentifikasi risiko utama lingkungan dan sosial dan dampak potensial 
serta menentukan instrumen lingkungan sosial yang tepat untuk menilai dan mengelola risiko-risiko ini. 
Berdasarkan proses penyaringan ini, keputusan akan dibuat oleh spesialis lingkungan & sosial di Unit 
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Pelaksana Proyek (PIU)/ Konsultan Manajemen Nasional (NMC) sehubungan dengan jenis dan ruang 
lingkup penilaian dan instrumen yang diperlukan untuk setiap investasi/kegiatan sub-proyek.  

Error! Reference source not found. menguraikan langkah-langkah utama dan poin-poin keputusan 
untuk semua sub-proyek. Tabel 4-3 memberikan direktori instrumen lingkungan sosial yang diperlukan 
dan jangka waktu masing-masing berdasarkan tipologi sub-proyek.  

 

.
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Gambar 4 1: Pohon Keputusan Lingkungan & Sosial 
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Keterlibatan pemangku kepentingan, konsultasi publik dan fasilitasi masyarakat secara keseluruhan 
dipandu oleh versi terbaru Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan proyek (SEP). SEP 
menguraikan strategi dan tindakan yang disepakati untuk mengimplementasikan proyek dengan cara 
yang mempromosikan partisipasi masyarakat yang inklusif dan keterlibatan pemangku kepentingan 
yang lebih luas di seluruh siklus hidup proyek. 

4.2.1 Langkah 1: Informasi dan Pemeriksaan Kelayakan Sub-Proyek 
Sub-proyek CSRRP akan diidentifikasi oleh PUPR-CPMU dan PMU dengan dukungan dari PIU 
Provinsi. Informasi utama mengenai sub-proyek akan diberikan dalam laporan konsep sub-proyek (lihat 
sub-lampiran 3.2). Informasi ini akan menginformasikan kelayakan lingkungan & sosial dan proses 
penyaringan teknis. 
 
Daftar Negatif kegiatan CSRRP (lihat Lampiran 3) akan digunakan dan disebarluaskan oleh PUPR-
PMU untuk memastikan sub-proyek yang tidak memenuhi syarat tidak mengalami kemajuan dan 
mengecualikan kegiatan-kegiatan dengan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan, kompleks, 
tidak dapat dipulihkan, dan/atau dampak lingkungan atau sosial yang merugikan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya 

4.2.2 Langkah 2: Penyaringan Teknis dan Penentuan Instrumen 
Tim Spesialis Lingkungan & Sosial dalam PIU provinsi dan/atau NMC/TMC akan melakukan 
penyaringan teknis lingkungan & sosial menggunakan alat penyaringan sub-proyek (lihat Lampiran 3), 
untuk menilai risiko lingkungan dan sosial serta dampak potensial dan menentukan persyaratan 
instrumen lingkungan & sosial. 

Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial 
Penyaringan risiko lingkungan & sosial akan dilakukan untuk menentukan tingkat penilaian dan 
perencanaan yang diperlukan untuk sub-proyek sebanding dengan signifikansi risiko terkait dan 
dampak potensial. Ini akan mempertimbangkan i) jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala Proyek; ii) sifat 
dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan & sosial; iii) kapasitas lembaga yang bertanggung 
jawab untuk mengelola risiko dan dampak tersebut dengan cara yang konsisten dengan ESS; dan iv) 
bidang risiko lain yang mungkin relevan dengan penyampaian langkah-langkah dan hasil mitigasi 
lingkungan & sosial, tergantung pada sub-proyek spesifik dan konteks pengembangannya (lihat Tabel 
4-1). 
 
Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESA) akan disiapkan untuk semua sub-proyek. Ini akan mencakup: 

• Persiapan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (misal, AMDAL) dan/atau Rencana 
Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (misal, RKL-RPL atau UKL-UPL) - untuk sub-
proyek dengan risiko lingkungan sosial sedang hingga tinggi; ATAU 

• Penerapan Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP atau instrumen SPPL) - untuk proyek 
dengan risiko lingkungan sosial rendah. 

Tabel 4-1 Klasifikasi Risiko Sub-Proyek 

Klasifikasi 
Risiko 

Deskripsi Instrumen 

Tinggi* Berbagai risiko dan dampak negatif yang signifikan pada populasi 
manusia atau lingkungan termasuk i) jangka panjang, permanen 
dan/atau tidak dapat diubah dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya 
karena sifat proyek; ii) berkekuatan tinggi dan/atau tinggi dalam batas 
spasial; iii) dampak kumulatif merugikan yang signifikan atau dampak 
lintas batas; dan iv) kemungkinan besar dampak buruk serius bagi 
kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misal, karena kecelakaan, 
pembuangan limbah beracun, dll.) 

Tak dapat 
diterapkan 
Catatan: sub-proyek 
berisiko tinggi tidak 
akan diizinkan 
berdasarkan 
CSRRP. 
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Klasifikasi 
Risiko 

Deskripsi Instrumen 

Beberapa risiko dan dampak lingkungan sosial yang merugikan yang 
signifikan dari Proyek tidak dapat dimitigasi, atau tindakan mitigasi 
spesifik memerlukan mitigasi yang kompleks dan/atau tidak terbukti, 
tindakan atau teknologi kompensasi, atau analisis dan implementasi 
sosial yang canggih. 

Substansial Proyek mungkin tidak serumit Proyek Berisiko Tinggi, skala dan 
dampak lingkungan sosialnya mungkin lebih kecil (besar hingga 
sedang) dan lokasinya mungkin tidak berada di daerah yang sangat 
sensitif, dan beberapa risiko dan dampaknya mungkin signifikan. Ini 
akan mempertimbangkan apakah risiko dan dampak potensial memiliki 
sebagian besar atau semua karakteristik berikut: i) sebagian besar 
bersifat sementara, dapat diprediksi dan/atau dapat diubah dan sifat 
proyek tidak menghalangi kemungkinan untuk menghindari atau 
mengubahnya; ii) dampak sosial yang merugikan dapat menimbulkan 
tingkat konflik sosial, bahaya atau risiko yang terbatas terhadap 
keamanan manusia; iii) berkekuatan sedang dan/atau sedang dalam 
batas spasial; iv) ada kemungkinan sedang hingga rendah dari dampak 
buruk yang serius bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misal, 
karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dll.), dan ada 
mekanisme yang diketahui dan dapat diandalkan yang tersedia untuk 
mencegah atau meminimalisir insiden tersebut. 
 
Tindakan mitigasi dan/atau kompensasi dapat dirancang lebih mudah 
dan lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan Proyek Berisiko 
Tinggi. 

Penilaian 
Lingkungan dan 
Sosial (ESA) dan 
Rencana 
Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Sosial (ESMP) 

Sedang Potensi risiko dan dampak negatif terhadap populasi manusia dan/atau 
lingkungan sepertinya tidak signifikan. Ini karena Proyek ini tidak 
kompleks dan/atau besar, tidak melibatkan kegiatan yang memiliki 
potensi tinggi untuk merugikan orang atau lingkungan, dan terletak jauh 
dari daerah yang sensitif terhadap lingkungan atau sosial. Dengan 
demikian, potensi risiko dan dampak serta masalah cenderung memiliki 
karakteristik sebagai berikut: i) dapat diprediksi dan diharapkan bersifat 
sementara dan/atau dapat diubah; ii) berkekuatan rendah; iii) lokasi 
spesifik, tanpa kemungkinan dampak di luar tapak sebenarnya Proyek; 
dan iv) ada kemungkinan rendah dari dampak buruk serius bagi 
kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misal, tidak melibatkan 
penggunaan atau pembuangan bahan beracun, tindakan pencegahan 
keselamatan rutin diharapkan cukup untuk mencegah kecelakaan, dll.). 
 
Risiko dan dampak Proyek dapat dengan mudah dikurangi dengan cara 
yang dapat diprediksi. 

Penilaian 
Lingkungan dan 
Sosial (ESA) dan 
Rencana 
Pengelolaan 
Lingkungan dan 
Sosial (ESMP) 

Rendah Potensi risiko dan dampak negatif terhadap populasi manusia dan/atau 
lingkungan cenderung minimal atau dapat diabaikan. Proyek-proyek ini, 
dengan sedikit atau tanpa risiko dan dampak serta masalah yang 
merugikan, tidak memerlukan penilaian lingkungan sosial lebih lanjut 
setelah penyaringan awal. 

Kode Praktik 
Lingkungan dan 
Sosial 

*  Proyek berisiko tinggi diharapkan akan disaring selama proses penyaringan kelayakan.  

Penyaringan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali  
Proses penyaringan akan menilai apakah suatu sub-proyek membutuhkan pembebasan lahan 
dan/atau kemungkinan akan mengakibatkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi bagi orang-orang 
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yang saat ini menggunakan lokasi yang diusulkan. Jika ini masalahnya, salah satu instrumen berikut 
akan disiapkan (lihat Lampiran 8 untuk panduan lebih lanjut): 

• Laporan Uji Tuntas Kelayakan Lahan- untuk proyek-proyek di mana lahan sedang atau sudah 
dibebaskan; ATAU 

• Rencana Aksi Pengadaan Lahan dan Relokasi atau LARAP (tergantung pada ruang lingkup 
dan risiko yang terkait dengan proses pembebasan lahan atau pemukiman kembali) - untuk 
proyek-proyek yang melibatkan pembebasan lahan secara paksa dan/atau dampak 
pemukiman kembali (sementara atau permanen) pada pengguna lahan saat ini (formal dan 
informal). 

Penyaringan Relokasi (hanya Komponen 1) 

Penyaringan teknis untuk sub-proyek komponen 1 juga akan mencakup informasi awal jenis kegiatan 
relokasi (utama, satelit atau individu) untuk menginformasikan ESA/ESMP dan pengembangan 
Rencana Aksi Relokasi (RAP). 

Penyaringan Masyarakat Adat 

Sub-proyek akan mengidentifikasi keberadaan komunitas Adat dan/atau Masyarakat Adat (yaitu 
kelompok Masyarakat Adat selain dari mayoritas Masyarakat Kaili) di daerah proyek dan tapak lain 
yang relevan (yaitu daerah aliran sungai) berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Kerangka Kerja 
Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)) (lihat Lampiran 12). Jika ada, penyaringan teknis juga akan 
mencakup penilaian awal tentang sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan 
baik langsung dan tidak langsung yang diharapkan pada kelompok-kelompok masyarakat ini. 

Jika Komunitas Adat tambahan atau kelompok lain yang memenuhi kriteria Masyarakat Adat sesuai 
ESS7 diidentifikasi dan dapat terkena dampak (baik secara positif maupun negatif) oleh proyek, 
dampak akan dinilai lebih lanjut dalam penyaringan lingkungan dan sosial sub-proyek dan/atau 
penilaian, dan Rencana Masyarakat Adat (IPP) akan disiapkan. 

4.2.3 Langkah 3: Persiapan Instrumen 
Instrumen Lingkungan & Sosial sub-proyek (lihat Tabel 4-3) akan disiapkan oleh spesialis yang 
berkualifikasi dan independen sesuai dengan undang-undang perizinan lingkungan dan sosial 
Pemerintah Indonesia yang dilengkapi dengan persyaratan ESS yang dianggap relevan oleh Bank 
Dunia. Badan Lingkungan Hidup yang relevan dan Bank Dunia akan meninjau dan membersihkan 
instrumen Lingkungan & Sosial yang disiapkan oleh sub-proyek. 

Instrumen Penilaian Lingkungan dan Sosial 

PIU Provinsi dengan dukungan dari NMC/TMC dan pengawasan dari PMU Pusat akan menyiapkan 
instrumen penilaian lingkungan dan sosial yang diperlukan berdasarkan hasil dari proses penyaringan 
dan paralel dengan persiapan Rancangan Teknis Terperinci (DED) dari sub-proyek. Istilah 'penilaian 
lingkungan dan sosial' adalah istilah umum yang menggambarkan proses analisis dan perencanaan 
yang digunakan oleh Peminjam untuk memastikan bahwa dampak dan risiko lingkungan dan sosial dari 
suatu proyek diidentifikasi, dihindari, diminimalkan, dikurangi atau dimitigasi. 

ESIA (AMDAL) dan/atau ESMP (RKL-RPL atau UKL-UPL) 
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PIU Provinsi dan NMC/TMC akan berkoordinasi dengan Kabupaten dan/atau Badan Lingkungan Kota 
untuk melakukan ESA yang akan berbentuk ESIA (AMDAL7) dan/atau ESMP (RKL-RPL atau UKL-
UPL8). 

Penilaian lingkungan dan sosial akan diintegrasikan erat dengan analisis ekonomi, keuangan, 
kelembagaan, sosial, dan teknis Proyek sehingga pertimbangan lingkungan dan sosial 
dipertimbangkan dalam pemilihan, penentuan lokasi, dan keputusan desain proyek. 

Potensi dampak lingkungan dan sosial dari Komponen 1 dan 2 sub-proyek (lihat Bagian 3) akan dinilai 
berdasarkan rancangan Proyek (termasuk parameter operasional), kondisi dasar dan sensitivitas 
penerima. Dampak potensial akan dikarakteristikkan menurut: i) jenis (langsung atau tidak langsung; 
positif atau negatif); ii) ruang lingkup durasi/temporal (permanen atau sementara (jangka pendek atau 
jangka panjang); iii) tingkat geografis (lokal, regional atau nasional); dan iv) signifikansi (rendah, 
sedang, substansial atau tinggi). Usulan langkah-langkah untuk menghindari, mengurangi atau 
memitigasi potensi dampak/risiko yang merugikan atau untuk meningkatkan manfaat akan ditentukan 
untuk fase rancangan, konstruksi dan operasi. 

Luas, kedalaman dan jenis penilaian akan sesuai dengan sifat, skala dan kompleksitas dari sub-proyek 
yang diusulkan yang diidentifikasi selama penyaringan teknis. Konsultasi publik dan kegiatan 
pengungkapan akan diintegrasikan selama proses persiapan ESA/ESMP. 

ESIA akan disiapkan untuk masing-masing lokasi pemukiman kembali. Jenisnya (misal, AMDAL atau 
UKL-UPL) akan ditentukan berdasarkan skala pekerjaan konstruksi dan signifikansi dampak melalui 
proses penyaringan teknis (lihat Lampiran 3).9  

Lampiran 5 mengacu pada garis besar yang diusulkan untuk ANDAL (ESIA), UKL-UPL & RKL-RPL 
(ESMP) dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank, yang menggabungkan persyaratan AMDAL, RKL-
RPL dan UKL-UPL Pemerintah Indonesia, dan ESS1 Bank Dunia. 

Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP atau SPPL) 

PIU Provinsi dengan dukungan dari spesialis lingkungan & sosial akan berkoordinasi dengan kontraktor 
terkait untuk menggunakan/menyiapkan ESCOP (lihat Lampiran 5 dan 6). NMC/TMC akan 
memobilisasi spesialis yang relevan untuk memberikan bantuan teknis dan pengawasan atas 
penerapannya. 

Selanjutnya, PIU Provinsi harus menyiapkan Surat Komitmen untuk melakukan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (SPPL) untuk kegiatan sub-proyek. Formatnya tersedia di Lampiran 5. 

Prosedur Lainnya 

Sejumlah prosedur operasi standar lainnya akan dimasukkan dalam ESA/ESMP atau ESCOP 
sebagaimana disyaratkan termasuk: 

• Penilaian pengelolaan risiko bencana (Lampiran 4) 
• Prosedur pengelolaan tenaga kerja (Lampiran 9) 
• Protokol respons GBV/VAC (Lampiran 11) 
• Protokol pelaporan insiden (Lampiran 10) 
• Prosedur menemukan peluang (Lampiran 13) 

                                                      

7 Paket AMDAL terdiri dari dokumen ANDAL (ESIA) dan RKL-RPL (ESMP). AMDAL diperlukan ketika dampak 
signifikan diperkirakan.  
8 Paket UKL-UPL berisi ringkasan kegiatan dan potensi dampak, dan ESMP. UKL-UPL diperlukan ketika dampak 
yang tidak signifikan diperkirakan.     
9 Untuk dua lokasi pemukiman permanen, termasuk Duyu dan Pombewe-Olobuju, hasil dari proses penyaringan menunjukkan 
bahwa persiapan UKL-UPL untuk setiap lokasi diperlukan.  
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Instrumen Perencanaan Pengadaan Lahan dan Relokasi 

Pembebasan lahan diperkirakan akan diperlukan untuk pendirian lokasi pemukiman (Komponen 1) dan 
lokasi baru untuk fasilitas umum (Komponen 2). 

Masing-masing pemerintah Kota dan Kabupaten akan mengembangkan Rencana Aksi Pengadaan 
Lahan dan Relokasi (LARAP) melalui konsultasi dan koordinasi penerima manfaat sasaran dan 
kelompok pemangku kepentingan lainnya. 

LARAP akan terdiri dari dua komponen utama: 

1. Rencana Pengadaan Lahan (LAP) yang mencakup Laporan Uji Tuntas Kelayakan Lahan jika 
lahan sedang atau telah dibebaskan untuk kegiatan yang diusulkan dan Rencana Aksi 
Pengadaan Lahan dan Relokasi, dalam hal pembebasan lahan baru dan pemukiman kembali 
dari pemilik dan/atau pengguna lahan. Pemukiman kembali seperti itu akan dihindari sejauh 
mungkin. Di mana telah diidentifikasi bahwa sub-proyek dapat menyebabkan beberapa tingkat 
pemindahan fisik atau ekonomi, atau kehilangan aset atau akses ke aset, Kerangka Kerja 
Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) dalam kerangka kerja untuk proses LARAP (lihat 
Lampiran 8) akan memandu persiapan dan implementasi Rencana Pengadaan Lahan (PAP). 
Templat Laporan Uji Tuntas Kelayakan Pengadaan Lahan (lihat sub-lampiran 8.5) akan 
digunakan untuk mendokumentasikan pengalihan lahan yang sah untuk kegiatan sub-proyek 
(dan fasilitas terkait jika perlu) serta "penelusuran lapangan" untuk mengidentifikasi 
penggunaan lahan aktual dan klaim apa pun. 

2. Rencana Aksi Relokasi (RAP) untuk orang yang terkena dampak dan mereka yang tinggal di 
zona merah yang mencakup keseluruhan proses perencanaan relokasi, termasuk 
identifikasi/verifikasi penerima manfaat, konsultasi, penilaian preferensi, pengelolaan 
pengaduan dan perencanaan pemulihan mata pencaharian. Ruang lingkup persyaratan dan 
tingkat rincian rencana ini akan bervariasi tergantung pada besarnya dan kompleksitas proses 
relokasi. RAP akan disiapkan berdasarkan jenis pilihan relokasi untuk setiap lokasi pemukiman 
kembali setelah menyelesaikan sensus dan perjanjian masyarakat. 

Pandangan masyarakat akan dicari sehubungan dengan kebutuhan dan preferensi khusus mereka 
sebagai bagian dari proses fasilitasi masyarakat. Ini termasuk pilihan mata pencaharian dan dukungan 
infrastruktur yang diperlukan. Sedapat mungkin, proyek akan mengakomodasi kebutuhan dan 
preferensi tersebut ke dalam desain perumahan dan dokumen perencanaan. 

LARAP akan didasarkan pada informasi terkini dan dapat diandalkan tentang i) proyek yang diusulkan 
dan dampak potensial pada orang-orang yang dipindahkan dan kelompok-kelompok yang terkena 
dampak negatif lainnya; ii) preferensi target penerima manfaat yang berkaitan dengan relokasi 
berdasarkan konsultasi dan keterlibatan; iii) langkah-langkah mitigasi yang tepat dan layak; dan iii) 
pengaturan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk implementasi yang efektif dari tindakan 
pemukiman kembali. 

Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Sigi dan Donggala akan bertanggung jawab untuk 
memimpin persiapan dan pengembangan LARAP secara keseluruhan, termasuk konsultasi dengan 
masyarakat sasaran. PIU Provinsi akan memberikan dukungan teknis dan fasilitasi yang diperlukan 
melalui mobilisasi spesialis dan fasilitator yang relevan. 

Instrumen IPP 

Jika komunitas Adat dan/atau komunitas lain yang memenuhi kriteria Masyarakat Adat yang 
diidentifikasi berdasarkan kriteria ESS 7 akan terpengaruh kegiatan proyek, Rencana Masyarakat Adat 
(IPP) akan disiapkan untuk meminta konsultasi dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan 
keputusan; dan langkah-langkah yang sesuai secara budaya dan peka gender untuk meningkatkan 
manfaat proyek dan mengelola potensi dampak buruk telah dipertimbangkan dan dimasukkan dalam 
desain proyek secara keseluruhan. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) telah disiapkan 
untuk memandu proses keseluruhan untuk mengimplementasikan ketentuan ESS 7. 
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4.2.4 Langkah 4: Pengadaan 
Langkah-langkah manajemen yang dijabarkan dalam instrumen lingkungan & sosial akan 
menginformasikan persyaratan ESHS dari dokumen penawaran sesuai dengan Peraturan Pengadaan 
Bank Dunia dan menyelaraskan dokumen penawaran termasuk: 

• Penyampaian Strategi Manajemen ESHS dan Rencana Implementasi (MSIP) yang diperlukan 
untuk mengelola risiko ESHS utama dari proyek sebagai bagian dari penawaran/proposal; 

• Jumlah sementara untuk hasil ESHS yang termasuk dalam Bill of Quantities (BoQ); 
• ESHS pribadi yang diperlukan untuk mengimplementasikan persyaratan ESHS; dan 
• Persyaratan pelaporan ESHS. 

ESMF mencakup ketentuan ESHS standar yang akan menjadi bagian dari dokumen penawaran. Draft 
dokumen penawaran, termasuk kerangka acuan untuk pekerjaan yang diharapkan (persyaratan dan 
ketentuan ESHS) akan ditinjau oleh spesialis lingkungan & sosial yang relevan di PIU Provinsi dan 
diajukan ke Bank Dunia untuk ditinjau dan tanpa keberatan sebelum pengumuman Permohonan untuk 
Pernyataan Minat (EOI). 
 
Tabel berikut ini memberikan persyaratan utama yang harus dilakukan oleh spesialis lingkungan & 
sosial yang akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan ketentuan dan rekomendasi utama ESMF 
yang dihasilkan dari proses AMDAL dan/atau UKL/UPL (misal, RKL/RPL) secara memadai dalam 
proses pengadaan dan implementasi kontrak secara keseluruhan. 

Tabel 4-2: Tindakan untuk Mengintegrasikan Tindakan Lingkungan dan Sosial dalam Kontrak 

Tahap Proses 
Kontrak 

Tindakan oleh C-PMU/PIU (Spesialis Lingkungan dan Sosial dan Spesialis 
Pengadaan) 

Sebelum penawaran • Pastikan bahwa kerangka acuan dengan jelas mendefinisikan tanggung jawab 
insinyur pengawas mengenai pengawasan, dan pelaporan pada, aspek-aspek 
lingkungan & sosial sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan AMDAL, 
UKL/UPL dan ketentuan ESMF umum dalam sub-proyek. 

• Memastikan keterampilan tim dalam kerangka acuan dengan jelas termasuk staf 
kunci yang memenuhi syarat dan berpengalaman dalam mengelola proyek 
serupa, dan menunjukkan kapasitas untuk mengelola masalah sosial dan 
lingkungan, termasuk masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat 
dan keselamatan serta tenaga kerja. 

Persiapan dokumen 
penawaran 

• Meninjau persyaratan kontrak yang termasuk dalam dokumen penawaran untuk: 
- Memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang relevan dalam 

rekomendasi AMDAL, UKL/UPL dan ketentuan umum dalam ESMF 
tercermin dan dianggarkan dalam kontrak. 

- Memastikan RKL/RPL AMDAL, UKL/UPL dan ketentuan terkait dalam ESMF 
merupakan bagian dari dan secara eksplisit disebutkan dalam dokumen 
penawaran. 

- Mengidentifikasi ketentuan yang relevan (pekerja, kamp, pekerja anak dan 
pekerja paksa, keselamatan, penanganan keluhan, dll.) yang mengatur 
tanggung jawab kontraktor dan mengidentifikasi setiap kesenjangan, 
ketidakkonsistenan, atau kekhawatiran yang dapat diatasi melalui ketentuan 
tambahan dalam “kondisi kontrak tertentu” dan/atau spesifikasi teknis. 

- Memasukkan persyaratan bahwa semua pekerja menandatangani ‘Kode 
Etik’ yang mengatur perilaku dan mengidentifikasi sanksi. 

- Mengidentifikasi dengan jelas bahwa program pelatihan tentang HIV/AIDS, 
penerapan Kode Etik, dll. akan dilakukan oleh penyedia eksternal 

• Memastikan persyaratan kontrak dengan jelas menentukan jenis penalti yang 
akan dihadapi kontraktor jika ketentuan RKL/RPL, ketentuan EMSF untuk 
kontraktor dan C-ESMP tidak ditaati — termasuk oleh sub-kontraktor. Ini dapat 
mencakup insentif langsung kepada kontraktor dalam bentuk hukuman untuk 
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Tahap Proses 
Kontrak 

Tindakan oleh C-PMU/PIU (Spesialis Lingkungan dan Sosial dan Spesialis 
Pengadaan) 

kinerja yang buruk pada masalah sosial dan lingkungan atau Jaminan Performa 
khusus untuk kepatuhan C-ESMP. 

• Memastikan dokumen penawaran mengklarifikasi tanggung jawab kontraktor 
untuk menyiapkan dan mematuhi C-ESMP berdasarkan RKL/RPL dan ESMF 
dan bahwa tidak ada pekerjaan sipil yang akan dimulai sampai C-ESMP telah 
disetujui oleh insinyur pengawas. C-ESMP akan mencakup, antara lain, rencana 
mitigasi berikut: a) rencana pembukaan lahan dan persiapan lahan, b) rencana 
pengelolaan lalu lintas dan keselamatan pejalan kaki, c) praktik manajemen 
kebisingan dan getaran, d) praktik manajemen kualitas udara ambien, e ) praktik 
pengendalian erosi dan sedimen, f) insiden lingkungan dan keselamatan dan 
mekanisme pelaporan, g) kesiapsiagaan darurat dan rencana respons, h) 
rencana pelatihan lingkungan, kesehatan dan keselamatan, i) mekanisme 
pengaduan masyarakat dan pekerja, j) rencana keterlibatan masyarakat, rencana 
akomodasi pekerja, k) praktik atau prosedur manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja, l) rencana manajemen tenaga kerja, m) praktik manajemen 
keamanan, n) rencana pengelolaan limbah (limbah umum dan berbahaya), o) 
praktik manajemen sumber daya air, p) praktik manajemen keanekaragaman 
hayati , q) praktik pengelolaan sumber daya budaya fisik, r) inspeksi lokasi dan 
audit berkala, s) manajemen perubahan. 

• Memastikan dokumen penawaran merinci bagaimana kontraktor dan insinyur 
pengawas akan diminta untuk memantau dan melaporkan dampak terhadap 
masyarakat setempat, masalah yang terkait dengan masuknya tenaga kerja dan 
kamp pekerja. 

• Mengusulkan Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk Manajemen Kontrak, yang 
mencerminkan masalah dan risiko khusus untuk kontrak dan rencana 
pemantauan. 

Evaluasi penawaran • Meninjau dan memverifikasi penawar yang direkomendasikan bahwa dokumen 
yang terkait dengan RKL/RPL, ESMF, kapasitas implementasi upaya 
perlindungan, dan kewajiban kontraktor lainnya yang harus diajukan dengan 
penawaran telah dirinci secara memadai dan mencakup persyaratan kontrak. 

• Mewajibkan perwakilan kontraktor atau staf penghubung masyarakat yang 
berdedikasi untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam Bahasa 
Indonesia. 

• Memastikan kerangka kerja manajemen kontrak mengidentifikasi dengan jelas 
jalur komunikasi dan bahwa jalur tersebut diformalkan, dan disediakan catatan 
yang konsisten. 

• Memastikan bahwa kontraktor memenuhi persyaratan K3 proyek untuk 
kemampuan dan pengalaman. 

Setelah 
penandatanganan 
kontrak 

• Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor menyerahkan C-ESMP lokasi spesifik 
dan data masuknya tenaga kerja potensial berdasarkan RKL/RPL, C-ESMP, 
yang mencakup rencana manajemen khusus untuk: (i) kegiatan kerja; (ii) 
manajemen lalu lintas; (iii) kesehatan dan keselamatan kerja; (iv) manajemen 
lingkungan; (v) manajemen sosial; dan (vi) masuknya tenaga kerja. 

• Insinyur pengawas meninjau dan menyetujui C-ESMP — dengan masukan dari 
lembaga Pemerintah yang sesuai — sebelum pekerjaan dimulai. 

• Menyiapkan proses manajemen kontrak yang merencanakan pertemuan rutin 
para pihak untuk memantau kinerja kontraktor di semua bidang. 

• Memastikan CESMP dan rencana mitigasi diperbarui dengan segera dan 
diungkapkan kembali sebagaimana mestinya untuk mengatasi masalah baru 

• Memastikan langkah-langkah berikut sepenuhnya didokumentasikan untuk 
ditinjau oleh Bank Dunia: 
- Kegiatan pelatihan untuk pekerja mengenai K3, kegiatan terkait Kode Etik, 

dll. 
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Tahap Proses 
Kontrak 

Tindakan oleh C-PMU/PIU (Spesialis Lingkungan dan Sosial dan Spesialis 
Pengadaan) 

- Kinerja rencana manajemen spesifik yang direkomendasikan. 
- Laporan FGRM. 
- KPI (termasuk rencana keterlibatan masyarakat lokal/pemangku 

kepentingan, jika berlaku). 

4.2.5 Langkah 5: Peninjauan dan Persetujuan 
Semua instrumen Manajemen Lingkungan dan Sosial yang relevan dan dokumen penawaran yang 
diperlukan dalam proyek ini akan ditinjau secara internal oleh Spesialis Lingkungan dan Sosial di PIU 
provinsi. Perbaikan yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan ketentuan dalam ESMF, 
termasuk proposal dan rencana untuk penguatan kapasitas di tingkat implementasi proyek. 

Izin internal untuk instrumen lingkungan & sosial adalah sebagai berikut: 

• Oleh Direktur CPMU untuk sub-proyek berisiko tinggi; 
• Oleh Manajer PIU untuk sub-proyek berisiko substansial hingga rendah. 

Penjelasan lebih lanjut tentang peringkat risiko disediakan pada Tabel 4-1 dan jenis instrumen 
lingkungan & sosial berdasarkan tipologi proyek pada Tabel 4-3. 

PMU Pusat akan bertanggung jawab untuk memastikan peninjauan akhir dan penyerahan instrumen 
lingkungan & sosial dan dokumen penawaran (sesuai dengan persyaratan pengadaan) kepada otoritas 
terkait di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten untuk izin lingkungan dan Bank Dunia untuk tanpa 
keberatan. 

Khusus untuk izin lingkungan (AMDAL), setiap pemrakarsa proyek (pemerintah daerah) akan 
bertanggung jawab untuk menyiapkan penilaian dan dokumentasi yang diperlukan (ANDAL atau 
UKL/UPL) dengan dukungan dari spesialis teknis (konsultan TMC/NMC). Peninjauan dan persetujuan 
akan diberikan oleh masing-masing Lembaga Lingkungan Provinsi dan/atau Kabupaten (DLH). 

Gambar-gambar berikut menggambarkan proses peninjauan dan persetujuan dalam ESMF. 

 

Gambar 4-1: Proses Peninjauan dan Persetujuan 
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4.2.6 Langkah 6: Implementasi, Pemantauan dan Pelaporan 
Pekerjaan terkait konstruksi: langkah-langkah mitigasi dan manajemen yang diuraikan dalam instrumen 
lingkungan & sosial (yaitu RKL/RPL dari AMDAL, UKL/UPL) akan dilaksanakan oleh kontraktor dan 
diawasi oleh konsultan pengawasan dan lembaga lingkungan yang relevan. Pemantauan lingkungan 
dan sosial diperlukan untuk mengumpulkan informasi untuk menilai efektivitas tindakan mitigasi dan 
manajemen yang diterapkan dan untuk memastikan kepatuhan kontraktor dengan instrumen 
lingkungan & sosial yang disetujui. Indikator lingkungan akan ditentukan ketika langkah-langkah 
mitigasi dikonfirmasi dan masing-masing PIU provinsi untuk setiap komponen (dengan dukungan dari 
konsultan teknis di NMC dan TMC dan lembaga terkait) akan ditugaskan untuk memantau kepatuhan 
oleh kontraktor selama implementasi. Metode pemantauan harus memberikan jaminan bahwa tindakan 
upaya perlindungan dilakukan secara efektif. Beberapa kegiatan mungkin memerlukan pemantauan di 
luar fase konstruksi atau kehidupan proyek untuk mengatasi masalah pemeliharaan, penutupan atau 
rehabilitasi dan ini akan ditentukan pada tahap desain. 

Dokumen penawaran akan mengkonfirmasikan interval pelaporan yang diharapkan dengan kontraktor, 
yang akan diminta untuk menyampaikan laporan berkala tentang indikator lingkungan dan setiap 
insiden yang mungkin berdampak buruk pada lingkungan yang timbul dari sub-proyek. Ini akan 
dimasukkan ke dalam laporan berkala PIU dan C-PMU Provinsi dan memperkuat laporan pemantauan 
perlindungan setengah tahunan ke Bank Dunia. C-PMU melaporkan kepada Bank tentang: (i) temuan 
dan hasil ESIA (AMDAL atau UKL/UPL dan penilaian terkait lainnya) dan implementasi ESMP 
(RKL/RPL) dan C-ESMP dan langkah-langkah kepatuhan yang disepakati; (ii) status pelaksanaan 
tindakan mitigasi; (iii) temuan program pemantauan, dan (iv) catatan keluhan. 

Perencanaan Pengadaan Lahan dan Relokasi: PIU Provinsi dalam komponen 1, dibantu oleh 
spesialis/konsultan lingkungan dan sosial dalam NMC, akan membantu masing-masing Instansi 
Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam memantau persiapan dan pelaksanaan Rencana Aksi 
Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP). Ini termasuk proses uji tuntas kelayakan tanah, pengelolaan 
dampak buruk terhadap masyarakat tuan rumah/pengguna lahan sebagai akibat dari pembebasan 
lahan, khususnya untuk lokasi satelit, dan perencanaan relokasi dan pemulihan mata pencaharian (lihat 
Lampiran 8). Implementasi LARAP akan dipantau berdasarkan indikator sebagaimana ditentukan 
dalam masing-masing instrumen yang relevan. PIU Provinsi, dibantu oleh konsultan, akan memantau 
dan memasukkan status dan kemajuan implementasi LARAP dalam sistem MIS (saat ini sedang 
diperbaharui untuk mengakomodasi kebutuhan rekonstruksi pascabencana). PMU Pusat akan 
menginformasikan setiap masalah yang muncul terkait dengan implementasi LARAP dengan Bank 
Dunia dan menyoroti masalah yang memerlukan resolusi tingkat tinggi. Pelajaran yang diperoleh dari 
tahap awal implementasi LARAP akan digunakan untuk meningkatkan implementasi proyek dari 
pengadaan lahan dan perencanaan relokasi, termasuk pelatihan yang diperlukan dan dukungan 
fasilitasi masyarakat. 

4.3 Direktori Manajemen Lingkungan dan Sosial Tingkat Sub-Proyek 
Bagian berikut ini menyediakan direktori (atau matriks) untuk persyaratan lingkungan & sosial 
keseluruhan berdasarkan tipologi proyek sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1-1. Direktori ini 
menguraikan ruang lingkup persyaratan dan output (atau dokumen) manajemen lingkungan dan sosial, 
serta tanggung jawab dan prosedur pelaporan, tergantung pada tipologi sub-proyek dan risiko yang 
dinilai. Ini juga merujuk alat, prosedur dan pedoman yang relevan untuk implementasi manajemen 
lingkungan & sosial sub-proyek yang terkandung dalam Volume 2 ESMF ini. 

 

 

  



 

ESMF - CSRRP  

 

 
49 

Tabel 4-3: Direktori Proses Manajemen Lingkungan & Sosial Tingkat Sub-Proyek 

Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

FASE PERSIAPAN 
Komponen 1: Konstruksi tangguh rumah permanen dan infrastruktur permukiman 
Unit Perumahan 
Permanen: 
Relokasi ke lokasi 
Pemukiman Utama 
(termasuk 
infrastruktur 
pemukiman dan 
fasilitas 
masyarakat) 

Tinggi/ 
Substansial 

• Penyaringan lingkungan & 
sosial lengkap, termasuk 
penilaian risiko bahaya 

• Penilaian lingkungan & 
sosial (misal, ANDAL atau 
UKL/UPL) di tingkat wilayah 
(Kawasan) 

• Uji tuntas kelayakan lahan 
• FGRM 

• Laporan penyaringan 
• ESIA (ANDAL dan/atau 

UKL/UPL) bersama 
dengan ESMP 
(RKL/RPL) 

• Rencana Pemukiman 
Kembali untuk 
komunitas tuan rumah 
(jika ada)  

• IPP (jika ada) 

PUPR melalui 
PIU/NMC dan 
fasilitator dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun  

Lampiran 3 
Lampiran 4 
Lampiran 5 
Lampiran 8 
Lampiran 12 

• Survei sosial ekonomi dan 
konsultasi tingkat rumah 
tangga (sebagai bagian dari 
keseluruhan proses 
LARAP) 

• FGRM 

• Rencana Aksi Relokasi 
(tertanam dalam 
LARAP) 
 

Pemerintah 
Kabupaten dan/atau 
Kota dengan 
fasilitasi/dukungan 
teknis dari PIU/NMC 

Sebelum 
relokasi apa pun  

Unit Perumahan 
Permanen: 
Relokasi ke lokasi 
Permukiman 
Satelit (termasuk 
infrastruktur 
permukiman dan 
fasilitas 
masyarakat 

Substansial/ 
Sedang 

• Penyaringan lingkungan & 
sosial, termasuk penilaian 
risiko bahaya 

• Penilaian lingkungan & 
sosial lokasi spesifik (misal, 
UKL/UPL) sesuai peraturan 
perizinan lingkungan 
Pemerintah Indonesia 

• Laporan penyaringan 
• ESIA (ANDAL dan/atau 

UKL/UPL) bersama 
dengan ESMP 
(RKL/RPL) 

• Ceklis uji tuntas 
kelayakan lahan  

• Rencana Pengadaan 
Lahan dan Pemukiman 
Kembali untuk 

PUPR melalui 
PIU/NMC dan 
fasilitator dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun  
  

Lampiran 3 
Lampiran 4 
Lampiran 5 
Lampiran 8 
Lampiran 12 
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Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

sebagaimana 
berlaku) 

• Uji tuntas kelayakan atau 
pembebasan lahan 
(sebagaimana berlaku) 

• FGRM 

komunitas tuan rumah 
(jika ada)  

• IPP (jika ada) 

• Survei sosial ekonomi dan 
konsultasi tingkat rumah 
tangga (sebagai bagian dari 
keseluruhan proses LARAP) 

• FGRM 

• Rencana Aksi Relokasi 
(tertanam dalam 
LARAP) 
 

Pemerintah 
Kabupaten dan/atau 
Kota dengan 
fasilitasi/dukungan 
teknis dari PIU/NMC 

Sebelum 
relokasi apa pun  

Unit Perumahan 
Permanen: 
Relokasi kelompok 
kecil ke lokasi 
pemukiman kecil 

Sedang/ 
Rendah 

• Penerapan ECOP/SPPL 
yang relevan 

• Uji tuntas kelayakan atau 
pembebasan lahan 
(sebagaimana berlaku) 

• FGRM 

• Ceklis uji tuntas 
kelayakan lahan  

• Rencana Pengadaan 
Lahan dan Pemukiman 
Kembali untuk 
komunitas tuan rumah 
(jika ada)  

PUPR melalui 
PIU/NMC dan 
fasilitator dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun 

Lampiran 3 
Lampiran 5 
Lampiran 8 

• Survei sosial ekonomi dan 
konsultasi tingkat rumah 
tangga (sebagai bagian dari 
keseluruhan proses LARAP) 

• FGRM 

• Rencana Aksi Relokasi 
(tertanam dalam 
LARAP) 
 

Pemerintah 
Kabupaten dan/atau 
Kota dengan 
fasilitasi/dukungan 
teknis dari PIU/NMC 

Sebelum 
relokasi apa pun  

Komponen 2: Rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum 
Fasilitas umum 
penting: perbaikan 
di tempat lama dan 
rekonstruksi aset 
yang rusak 

Tergantung pada 
sektor dan skala 
investasi (lihat Tabel 
4-1) 

• Penyaringan lingkungan & 
sosial, termasuk penilaian 
risiko bahaya 

• ANDAL tambahan dan/atau 
UKL/UPL (jika ada) 

• ANDAL, UKL/UPL atau 
SPPL sebagaimana berlaku 
dalam peraturan Pemerintah 

• Laporan penyaringan 
• ANDAL tambahan 

dan/atau UKL/UPL 
bersama dengan 
ESMP (RKL/RPL) 
sebagaimana berlaku  

• ANDAL, UKL/UPL atau 
SPPL bersama dengan 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun 

Lampiran 3 
Lampiran 4 
Lampiran 5 
Lampiran 8 
(sub-
Lampiran 
8.5) 
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Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

Indonesia (jika izin 
lingkungan tidak tersedia)  

• Penilaian risiko bahaya 
(sebagai bagian dari 
penyaringan lingkungan & 
sosial di atas) 

• Uji tuntas kelayakan lahan 

ESMP (RKL/RPL) jika 
izin lingkungan tidak 
tersedia 

• Ceklis uji tuntas 
kelayakan lahan 

Fasilitas umum 
penting: 
pembangunan aset 
baru di lokasi baru 
ketika aset yang 
rusak tidak dapat 
dibangun kembali 
di tempat lama; 

Tergantung pada 
sektor dan skala 
investasi (lihat Tabel 
4-1) 

• Penyaringan lingkungan & 
sosial  

• ANDAL, UKL/UPL atau 
SPPL sebagaimana 
berlaku dalam peraturan 
Pemerintah Indonesia 

• Pembebasan dan/atau uji 
tuntas kelayakan lahan 
sebagaimana berlaku  

• Laporan penyaringan 
• ESIA (ANDAL dan/atau 

UKL/UPL) bersama 
dengan ESMP 
(RKL/RPL)  

• Ceklis uji tuntas 
kelayakan lahan  

• Rencana Pengadaan 
Lahan dan Pemukiman 
Kembali untuk 
komunitas tuan rumah 
(jika ada) 

• IPP (jika ada) 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun 

Lampiran 3 
Lampiran 4 
Lampiran 5 
Lampiran 8 
Lampiran 12 

Fasilitas umum 
penting: penguatan 
seismik 
(perkuatan) dari 
bangunan yang 
tidak rusak 

Tergantung pada 
sektor dan skala 
investasi (lihat Tabel 
4-1) 

• Penerapan ECOP/SPPL 
yang relevan 

• SPPL (rencana 
komitmen lingkungan & 
sosial) 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Sebelum 
konstruksi apa 
pun 

Lampiran 3 
Lampiran 5 

TAHAP KONSTRUKSI 
Komponen 1: Konstruksi tangguh rumah permanen dan infrastruktur permukiman 
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Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

Berlaku untuk 
semua tipologi 
sub-proyek 

Untuk dinilai selama 
implementasi 

Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan pemantauan 
lingkungan & sosial, 
mencakup: 
• Implementasi LARAP  
• Risiko lingkungan & 

sosial (yaitu GBV, 
tenaga kerja, 
pemantauan 
masyarakat dan 
kesehatan, warisan 
budaya sebagaimana 
berlaku) 

• Implementasi pelibatan 
pemangku 
kepentingan, termasuk 
konsultasi 

• FGRM 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

Lampiran 6 
Lampiran 7 
Lampiran 9 
Lampiran 10 
Lampiran 11 
Lampiran 13 

  Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan implementasi C-
ESMP dan/atau ECOP 

Kontraktor dan 
Konsultan 
Pengawasan 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

Komponen 2: Rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum 
Berlaku untuk 
semua tipologi 
sub-proyek 

Untuk dinilai selama 
implementasi 

Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan pemantauan 
lingkungan & sosial, 
mencakup: 
• Risiko lingkungan & 

sosial (yaitu GBV, 
tenaga kerja, 
pemantauan 
masyarakat dan 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

Lampiran 6 
Lampiran 7 
Lampiran 9 
Lampiran 10 
Lampiran 11 
Lampiran 13 
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Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

kesehatan, warisan 
budaya sebagaimana 
berlaku) 

• Implementasi pelibatan 
pemangku 
kepentingan, termasuk 
konsultasi 

• FGRM 
Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan implementasi C-
ESMP dan/atau ECOP 

Kontraktor dan 
Konsultan 
Pengawasan  
 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

OPERASI DAN PEMELIHARAAN 
Komponen 1: Konstruksi tangguh rumah permanen dan infrastruktur permukiman 
Berlaku untuk 
semua tipologi 
sub-proyek 

Sedang ke Rendah • Defect assessment/ 
Penilaian cacat dan serah 
terima fasilitas, termasuk 
sertifikasi bidang tanah 

• Konsultasi yang sedang 
berlangsung (survei 
kepuasan penerima 
manfaat) 

• Implementasi kegiatan 
pasca relokasi 

Laporan pemantauan 
pasca relokasi, meliputi: 
• Defect assessment/ 

Penilaian cacat 
• Aspek pemulihan mata 

pencaharian 
• Penyelesaian 

penyerahan (termasuk 
sertifikasi bidang 
tanah) 

• FGRM 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

Lampiran 8 
(pemantauan 
relokasi) 
 
Panduan 
Operasi 
Proyek 
(POM) 

  Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan implementasi 
ESMP dan/atau ECOP 

Pemerintah daerah 
dengan 
pengawasan dari 
PIU/NMC  

Secara berkala 
selama 
implementasi 
seperti yang 
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Tipologi sub-
proyek 

Risiko lingkungan & 
sosial yang dinilai 

Lingkup persyaratan 
lingkungan & sosial 

Output lingkungan & 
sosial yang diperlukan 

Tanggung Jawab  Kerangka 
waktu 
pelaporan 

Referensi 
dalam 
ESMF 
(Volume 2) 

dipersyaratkan 
oleh ESA 

Komponen 2: Rekonstruksi tangguh dan penguatan fasilitas umum 
Berlaku untuk 
semua tipologi 
sub-proyek 

Sedang ke Rendah Defect assessment/ Penilaian 
cacat dan serah terima fasilitas 
 

Laporan penyelesaian 
Defect assessment/ 
penilaian cacat dan serah 
terima fasilitas 

PUPR melalui 
PIU/NMC dengan 
pengawasan dari 
CPMU 

Berkala 
(triwulanan) 
selama 
implementasi 

Panduan 
Operasi 
Proyek 
(POM) 

  Pemantauan lingkungan & sosial 
yang sedang berjalan 

Laporan implementasi 
ESMP dan/atau ECOP 

Pemerintah daerah 
dengan 
pengawasan dari 
PIU/NMC 
 

Secara berkala 
selama 
implementasi 
seperti yang 
dipersyaratkan 
oleh ESA  
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5 PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN 
LINGKUNGAN & SOSIAL 

5.1 Pengaturan Kelembagaan 
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan semua mitra dalam 
upaya rekonstruksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada berbagai kementerian dan lembaga 
pemerintah, mitra multilateral dan bilateral, LSM, investor swasta, dan masyarakat lokal. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya (DG Cipta Karya) di dalam PUPR akan bertindak sebagai 
Lembaga Pelaksana (EA) untuk Proyek ini, dengan manajemen proyek sehari-hari dan koordinasi 
proyek dalam Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU). Unit Implementasi Proyek (PIU) akan berada di 
Direktorat Penyediaan Perumahan dan Direktorat Cipta Karya di PUPR. Di tingkat provinsi, pengaturan 
kelembagaan serupa dengan manajemen pelaksanaan proyek sehari-hari melalui Unit Manajemen 
Provinsi (PMU) dan satuan kerja tingkat lokal (Satker). Tabel berikut menguraikan peran dan tanggung 
jawab lembaga pelaksana (lihat Tabel 5 1). 

TabeL 5-1: Peran dan Tanggung Jawab 

Lembaga Pelaksana Peran dan Tanggung Jawab 

Komite Pengarah Internal 
• Koordinasi dan pengawasan terhadap CPMU, PMU dan PIU 
• Pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan 

Unit Manajemen Proyek Pusat 
(CPMU) 

• Pemantauan dan evaluasi tingkat proyek 
• Koordinasi, pengawasan, dan bimbingan/dukungan teknis kepada 

PMU dan PIU 
• Koordinasi dan konsolidasi laporan kemajuan implementasi proyek 
• Pengawasan keseluruhan manajemen lingkungan & sosial 
• Peninjauan dan persetujuan instrumen lingkungan & sosial yang 

disiapkan (untuk sub-proyek berisiko tinggi) 
• Peninjauan dan persetujuan pedoman dan panduan proyek 

Unit Manajemen Proyek (PMU) 
• Pemantauan dan evaluasi tingkat sub-proyek (untuk masing-masing 

komponen), termasuk pelaporan pelaksanaan kegiatan ke CPMU 
• Koordinasi dan bimbingan/dukungan teknis untuk PIU 
• Fasilitasi pelaksanaan audit 
• Pemantauan, evaluasi dan pelaporan manajemen lingkungan dan 

sosial 
• Peninjauan dan persetujuan instrumen lingkungan & sosial 

Unit Implementasi Proyek (PIU) 
• Koordinasi daerah dengan Instansi Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya 
• Persiapan Rencana Kerja Tahunan (AWP) untuk PMU 
• Manajemen asset 
• Koordinasi dengan Unit Pengadaan Konstruksi (BP2JK); 
• Pelaporan keuangan dan implementasi kegiatan; 
• Persiapan instrumen lingkungan & sosial (dengan dukungan teknis 

dari NMC/TMC); 
• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen lingkungan & 

sosial 

CERC menyediakan bantuan penghubung untuk dukungan manajemen proyek (NMC), rancangan 
terperinci dan pengawasan konstruksi untuk infrastruktur perumahan dan permukiman (TMC) dan 
fasilitasi masyarakat (OSP). Dalam bantuan CERC, masyarakat yang dipindahkan akan dilibatkan 
dalam proses perencanaan partisipatif yang dimulai dengan sosialisasi, pemilihan penerima manfaat 
dan pembentukan kelompok penerima manfaat berdasarkan preferensi mereka pada lokasi dan 
konstruksi. Pada tahap selanjutnya, setelah pinjaman efektif, tim konsultasi yang baru direkrut akan 
mengambil alih tugas dukungan dari tim CERC, memastikan transisi yang lancar dan dukungan terus-
menerus baik untuk lembaga pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan. 
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Konsultan Manajemen Nasional (NMC) CERC PMU saat ini akan diperkuat dengan melibatkan para 
pakar lingkungan & sosial tambahan (pemukiman kembali, komunikasi dan mata pencaharian), dan 
kapasitas tim akan terus diperkuat. Manajemen lingkungan & sosial, termasuk pengenalan ESF dan 
ESS akan menjadi bagian dari program pelatihan reguler untuk konsultan dan fasilitator yang akan 
terus bekerja untuk proyek KOTAKU/NSUP setelah CERC berhenti beroperasi. 

Di lokasi, NMC akan dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis (TMC) untuk memastikan ESMF dan 
instrumen lingkungan & sosial yang berlaku diimplementasikan secara konsisten oleh PMU, PIU, NMC, 
TMC, kontraktor fasilitator masyarakat, dan pemerintah daerah. ESMF akan diarusutamakan sebagai 
bagian dari implementasi proyek secara keseluruhan dan pengembangan kapasitas yang relevan 
melalui dukungan bantuan teknis dan program pelatihan akan dimasukkan sebagai bagian dari 
manajemen proyek secara keseluruhan. 

Rekonstruksi infrastruktur pemukiman perumahan (Komponen 1) dan fasilitas umum (Komponen 2) 
akan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, yang akan merencanakan, merancang, mengadakan, dan 
mengawasi pekerjaan rekonstruksi/konstruksi bekerja sama dengan erat dengan lembaga pemerintah 
daerah. Setelah rancangan disetujui oleh pemerintah daerah dan sertifikat hunian dikeluarkan, 
bangunan yang telah selesai akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang relevan untuk 
beroperasi. Kepemilikan formal dari setiap aset juga akan dialihkan ke pemerintah daerah yang relevan, 
melalui proses Berita Acara Serah Terima (BAST) standar Pemerintah. Konstruksi unit rumah baru 
(Komponen 1) akan dilaksanakan oleh Direktorat Penyediaan Perumahan, yang akan merencanakan, 
merancang, mengadakan, dan mengawasi pekerjaan konstruksi. Fasilitator akan mendampingi 
masyarakat yang terkena dampak dan penerima manfaat selama proses implementasi. Setelah 
selesai, kepemilikan formal masing-masing aset akan dialihkan ke rumah tangga individu melalui 
prosedur administrasi pertanahan standar Pemerintah 

5.2 Sumber Daya Lingkungan dan Sosial 
Titik fokus untuk keseluruhan koordinasi dan manajemen lingkungan & sosial akan ditunjuk di CPMU 
dan PMU. 

Di PIU, tim Konsultan Lingkungan dan Sosial akan direkrut dalam NMC dan TMC. Ini termasuk tim 
khusus untuk pengawasan manajemen lingkungan dan sosial, yang juga mencakup koordinator 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), tim bantuan teknis untuk pengembangan LARAP (NMC) dan 
tim bantuan teknis untuk pengembangan AMDAL dan UKL/UPL. Tim lingkungan & sosial ini akan 
dibantu oleh fasilitator masyarakat yang akan dimobilisasi di lapangan untuk memfasilitasi keterlibatan 
masyarakat, konsultasi, verifikasi data penerima manfaat, perencanaan masyarakat dan mobilisasi. 

Komposisi tim lingkungan dan sosial yang diusulkan serta persyaratan keterampilan akan ditinjau 
berdasarkan kebutuhan pelaksanaan proyek serta risiko yang muncul. Monitor independen akan 
dimobilisasi untuk memberikan pengawasan tambahan terhadap implementasi Komponen 1 
sebagaimana disepakati dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP). 

Tabel 5-2: Sumber Daya Lingkungan & Sosial yang Diusulkan 

Rencana Aksi Pengadaan Lahan (termasuk. Uji Tuntas Kelayakan 
Lahan) dan Relokasi  

Penilaian dan Manajemen 
Lingkungan & Sosial 

1. Spesialis lingkungan/sosial 
2. Spesialis pelibatan sosial/ 

pemangku kepentingan 
3. Spesialis hukum 
4. Asisten teknis 

1. Tim Inti lingkungan & sosial 
2. Spesialis mata pencaharian 
3. Fasilitator dan enumerator 

1. Spesialis lingkungan/sosial 
2. Koordinator K3 
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Gambar 5-1: Pengaturan Kelembagaan Proyek
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5.3 Penguatan Kelembagaan untuk Manajemen Lingkungan dan Sosial  
Ditjen Cipta Karya memiliki pengalaman luas dalam mengelola perlindungan dalam program 
KOTAKU/NSUP, proyek PNPM-Perkotaan, REKOMPAK, PAMSIMAS, Proyek Pengembangan 
Infrastruktur Perkotaan Terpadu (IUIDP), Proyek DAK, dll.  

Sumber daya yang memadai diperlukan untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial 
Proyek untuk kegiatan yang sedang berlangsung (dalam CERC) dan kegiatan yang direncanakan 
(dalam CSRRP); dan memastikan transisi yang lancar antara kedua operasi.  

Proyek ini akan memberikan pelatihan ESF yang secara khusus ditargetkan pada pejabat pemerintah 
daerah, fasilitator masyarakat, dan kontraktor sebagai bagian dari program pelatihan secara 
keseluruhan, untuk memastikan semua kegiatan proyek secara memadai menangani potensi aspek 
lingkungan dan sosial. Pelatihan ini akan meningkatkan dan memperkuat kesadaran, pemahaman, 
pengetahuan, dan keterampilan para pemangku kepentingan utama (nasional/pusat hingga tingkat 
masyarakat) yang terlibat dalam implementasi proyek. Pelatihan dikategorikan ke dalam dua tingkatan: 
 

a. Pelatihan Dasar. Pelatihan dasar untuk proyek ini wajib untuk staf CPMU, PIU Provinsi, NMC, 
TMC, pejabat pemerintah daerah, fasilitator, dan perwakilan masyarakat. Materi pelatihan 
terdiri dari pengetahuan tentang konsep proyek, rancangan, dan deskripsi, kegiatan siklus 
proyek, peran pemangku kepentingan, pemantauan & evaluasi, manajemen proyek dan 
keterampilan yang terkait dengan masing-masing peserta. Ketentuan yang relevan untuk 
manajemen lingkungan & sosial sebagaimana dipandu oleh ESMF juga akan diberikan 
berdasarkan kebutuhan, peran dan tanggung jawab 
 

b. Pelatihan Teknis. Pelatihan teknis atau klinik pelatihan terdiri dari berbagai materi tematik. 
Materi kurikulum dan pelatihan untuk masing-masing pelatihan tematik akan tergantung pada 
kebutuhan peserta. Materi pelatihan ESF akan dimasukkan dalam serangkaian kegiatan 
pelatihan dalam proyek. Beberapa tema dapat mencakup pelibatan pemangku kepentingan, 
perencanaan konstruksi, pengadaan lahan dan perencanaan relokasi, pencegahan GBV/SEA, 
operasionalisasi FGRM, dll. Peserta akan dilatih tentang kesadaran dan keterampilan teknis 
untuk keseluruhan manajemen lingkungan & sosial sebagaimana ditentukan dalam ESMF, 
misalnya, bagaimana cara dan siapa yang melakukan penyaringan, menilai dampak, 
mengidentifikasi instrumen yang tepat dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi, 
menggunakan berbagai templat atau formulir yang berkaitan dengan ESMP, LARAP, dll., dan 
bagaimana dan siapa yang memantau rencana manajemen lingkungan & sosial, dll. 

 
Selain program pelatihan, konsultasi akan dilakukan untuk menyebarluaskan dan menginformasikan 
kegiatan proyek, mendorong kolaborasi antar lembaga terkait dan memperbarui kemajuan 
implementasi. Lokakarya akan dibagi menjadi dua jenis: 
 

a. Lokakarya/Konsultasi Umum: Lokakarya/konsultasi umum akan dilakukan kepada 
pemangku kepentingan yang lebih luas di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, 
seperti universitas, media, peneliti, forum kota, dll. Informasi dasar tentang ESF akan menjadi 
bagian dari materi lokakarya  

b. Lokakarya/Konsultasi Tematik. Lokakarya/konsultasi tematik akan dilaksanakan 
berdasarkan kebutuhan selama implementasi proyek. Lokakarya semacam ini akan menjadi 
masukan bagi implementasi proyek, seperti pembebasan lahan, relokasi dan perencanaan 
pemulihan mata pencaharian, penanganan limbah berbahaya (asbes), manajemen Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3), pemilihan fasilitas umum dan/atau lebih umum tentang 
implementasi proyek. Lokakarya/konsultasi ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi 
antarlembaga, meningkatkan kesadaran manajemen lingkungan & sosial dan memperkuat 
kesadaran para pemangku kepentingan terkait dan memastikan bahwa implementasi proyek 
akan sesuai dengan ESF dan ESMF. 
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Di tingkat masyarakat, masyarakat sasaran akan dikonsultasikan dan dilatih sebagai bagian dari 
keseluruhan proses relokasi, pelatihan tersebut dapat mencakup pemulihan mata pencaharian, 
pengelolaan air dan limbah, pengorganisasian masyarakat, dll. Demikian pula, pemerintah 
kelurahan/desa juga akan menerima dukungan teknis yang diperlukan untuk perencanaan masyarakat 
dan administrasi daerah relokasi. 

 

Tabel di bawah ini merangkum jenis pelatihan dan lokakarya untuk berbagai pemangku kepentingan 
yang terlibat dalam proyek. 

Tabel 5-3: Kegiatan Pelatihan dan Konsultasi 

No. Peserta Sasaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas 
Lokakarya/ 
Konsultasi 

Pelatihan Umum  Pelatihan 
Tematik 

A. TINGKAT NASIONAL  
 CPMU (DG Cipta Karya dan DG 

Penyediaan Perumahan) 
√ √ √ 

 NMC  √ √ √ 
 TMC √ √ √ 
B TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 
 PIU provinsi (Balai/SNVT) √ √ √ 
 Instansi pemerintah daerah √ √ √ 
 Fasilitator √ √ √ 
 Kontraktor √ √ √ 
 Mitra LSM/CBO √   
C TINGKAT MASYARAKAT 
 Perwakilan masyarakat √   
 Pemerintah desa/kelurahan √  √ 

5.4 Jadwal Implementasi 
Proyek ini merupakan bagian dari keseluruhan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di Provinsi Sulawesi 
Tengah, dan pelaksanaan Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan proses pemulihan secara 
keseluruhan dengan “membangun kembali dengan lebih baik” dan partisipasi masyarakat. Untuk tujuan 
memastikan hasil lingkungan dan sosial positif secara keseluruhan, implementasi ESMF akan 
sepenuhnya tertanam sebagai bagian dari keseluruhan implementasi proyek. Hasil utama disajikan 
sebagai berikut 

Tabel 5-4: Jadwal Implementasi untuk ESMF 

Hasil Garis waktu Penanggung Jawab 
Pengembangan kerangka acuan untuk Rencana Aksi 
Pengadaan Lahan dan Relokasi (LARAP) 

Mulai Agustus 2019 – 
ditentukan kemudian 

CERC CPMU/NMC 

Perekrutan konsultan NMC dan TMC tambahan untuk 
pengembangan LARAP, dan ESIA (UKL/UPL dan AMDAL 
yang relevan) 

Agustus/Sept. 2019 
(CERC), awal 2020 
(CSRRP) 

CSRRP CPMU 

Pembentukan kelompok kerja teknis di tingkat kabupaten 
dan kota untuk pengembangan LARAP  

Mulai Agustus 2019 – 
ditentukan kemudian  

Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota 
dengan dukungan 
dari CERC 
CPMU/NMC 

Pertemuan kelompok kerja teknis untuk proses LARAP Mulai Agustus 2019 – 
ditentukan kemudian  

Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota 
dengan dukungan 
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Hasil Garis waktu Penanggung Jawab 
dari CERC 
CPMU/NMC 

Penilaian uji tuntas kelayakan lahan (prioritas untuk tahap 
1: Duyu dan Pombewe) 

Sept 2019 (akan 
dilanjutkan setelah 
situs tambahan 
dikonfirmasi 

CERC CPMU/NMC 

Proses Perencanaan Pengadaan lahan (untuk lokasi 
tambahan) dan Relokasi 

Mulai Agustus 2019 – 
ditentukan kemudian  

Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota 
dengan dukungan 
dari CERC 
CPMU/NMC dan 
fasilitator 

Rekrutmen dan pelatihan fasilitator untuk setiap 
kecamatan/desa yang terkena bencana didukung oleh 
CSRRP untuk mendukung Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah (Palu, Sigi, Doggala) 

Mulai Oktober 2019 – 
ditentukan kemudian  

CERC CPMU/PMU 

Konsultasi masyarakat dan verifikasi/validasi data Mulai Oktober 2019 – 
ditentukan kemudian 

CERC CPMU/PMU 

Finalisasi ESIA (issal, UKL-UPL) untuk Pombewe dan Duyu Akhir 2019 Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota 
dengan dukungan 
dari CERC 
CPMU/NMC 

ESIA untuk lokasi relokasi lainnya (misal, lokasi satelit) dan 
fasilitas umum 

Sedang berlangsung Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Kota 
dengan dukungan 
dari CERC 
CPMU/NMC 

Sosialisasi dan/atau pelatihan Mekanisme Umpan Balik 
dan Penanganan Keluhan (FGRM) untuk penerima 
manfaat proyek dan masyarakat yang terkena dampak 

Sedang berlangsung 
dalam CERC untuk 
diperkuat dalam 
CSRRP 

CSRRP CPMU 

Sosialisasi FGRM pekerja Mengikuti perekrutan 
pekerja kontrak 

Kontraktor terpilih 
dengan pengawasan 
dari CSRRP CPMU 

Pelatihan pekerja proyek, terutama pekerja konstruksi, 
untuk meningkatkan kesadaran akan risiko K3 serta risiko 
keamanan masyarakat dan kesehatan untuk mengurangi 
dampak pada masyarakat lokal. 

Sebelum dan selama 
pekerjaan konstruksi 

Kontraktor terpilih 
dengan pengawasan 
dari CSRRP CPMU 

Pengembangan kesiapsiagaan darurat dan rencana 
respons dalam C-ESMP untuk periode konstruksi dan 
tahap operasi 

Sebelum memulai 
pekerjaan konstruksi 
dan dipertahankan 
selama implementasi 
proyek 

Kontraktor terpilih 
dengan pengawasan 
dari CSRRP CPMU 

Pengembangan manajemen keselamatan jalan, 
manajemen kebisingan dan getaran, serta rencana 
manajemen GBV/SEA sebagai bagian dari C-ESMP 

Sebelum memulai 
pekerjaan konstruksi 
dan dipertahankan 
selama implementasi 
proyek 

Kontraktor terpilih 
dengan pengawasan 
dari CSRRP CPMU 

Penyaringan Masyarakat Adat sesuai IPPF Sedang berlangsung CERC CPMU akan 
dilanjutkan oleh 
CSRRP CPMU 
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Hasil Garis waktu Penanggung Jawab 
Implementasi Rencana Keterlibatan Pemangku 
Kepentingan proyek 

Sedang berlangsung CERC CPMU akan 
dilanjutkan oleh 
CSRRP CPMU 

5.5 Pengaturan Pembiayaan  
Sumber pembiayaan untuk implementasi ESMF secara keseluruhan terletak dalam Komponen 3 
proyek (Dukungan Manajemen Proyek), Anggaran Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten dan Kota) 
dan Anggaran Manajemen Lingkungan dan Sosial kontraktor. Estimasi awal disediakan di bawah ini: 

Belanja Perkiraan Biaya Sumber Anggaran 
 Pegawai 
 Rekrutmen konsultan NMC tambahan: 

a. Spesialis Sosial dan Lingkungan 
b. Spesialis Hukum (uji tuntas kelayakan lahan) 
c. Spesialis Keterlibatan Pemangku 

Kepentingan/FGRM 
d. Spesialis/Koordinator Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja 

 dinilai kemudian (TBA)  CERC/CSRRP  

Rekrutmen konsultan TMC tambahan untuk ESIA (UKL-UPL 
dan/atau AMDAL yang relevan) 

 dinilai kemudian (TBA)  CERC/CSRRP  

 Rekrutmen fasilitator (jumlah ditentukan kemudian)  dinilai kemudian (TBA)  CSRRP  
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas  

 Pengembangan LARAP  Biaya unit per pelatihan  CERC/CSRRP 

Pelatihan untuk fasilitator   Seperti diatas  CSRRP  
FGRM untuk penerima manfaat sasaran dan masyarakat yang 
terkena dampak  

 Seperti diatas  CERC/CSRRP  

Pelatihan K3 pekerja konstruksi dan FGRM   Disediakan kemudian 
dalam Bill of Quantity 
(BoQ) 

 Kontraktor 

 Konsultasi  
 Konsultasi Masyarakat  Biaya unit per pelatihan Pemerintah 

Daerah, 
CERC/CSRRP  

Rapat keterlibatan pemangku kepentingan/rapat koordinasi   Biaya unit per pelatihan  Local Pemerintah 
Daerah, 
CERC/CSRRP 

Manajemen umum lingkungan & sosial 
Operasionalisasi FGRM (misal, pegawai, peningkatan 
kesadaran, koordinasi, dll.)) 

dinilai kemudian (biaya 
berulang) 

CERC/CSRRP dan 
kontraktor 

Proses perizinan lingkungan (UKL-UPL dan/atau AMDAL 
yang relevan) 

Biaya unit untuk UKL-
UPL dan AMDAL 

Pemerintah 
Daerah, 
CERC/CSRRP 

Pemantauan dan pengawasan dinilai kemudian (biaya 
berulang) 

CERC/CSRRP 
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6 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN, 
KONSULTASI PUBLIK DAN PENGUNGKAPAN 

Keterlibatan pemangku kepentingan mewakili proses inklusif yang dilakukan di sepanjang siklus hidup 
proyek untuk membangun hubungan yang kuat, konstruktif, dan responsif untuk mengidentifikasi 
peluang dan risiko dari, dan untuk, proyek. Ini adalah aspek inti dari undang-undang lingkungan dan 
sosial Pemerintah dan persyaratan dalam ESS 10. 

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) telah dikembangkan (disajikan sebagai dokumen 
mandiri) dan akan digunakan sebagai referensi utama untuk perencanaan dan implementasi 
keseluruhan pendekatan keterlibatan dan kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk 
masyarakat sasaran dalam komponen 1 dan 2. Karena konteks dinamis pemulihan pascabencana di 
Sulawesi Tengah, SEP ini akan tetap sebagai dokumen dan direvisi jika pemangku kepentingan baru 
diidentifikasi dan pemahaman tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial dimodifikasi. 

6.1 Konsultasi Publik 
Konsultasi multi-pemangku kepentingan diadakan di Palu, Sulawesi Tengah selama 24-26 Juli 2019, 
untuk membahas persiapan dan implementasi lebih lanjut dari CERC NSUP dan CSRRP. Notulen rapat 
dan tindakan-tindakan utama yang disepakati tersedia di Lampiran 14. Poin-poin diskusi utama 
dirangkum sebagai berikut. 

• Berbagai tingkatan pemerintahan dan mitra telah melakukan berbagai pengumpulan dan 
analisis data. Namun, informasi terus berubah dan jumlah korban, orang-orang yang terkena 
dampak di "zona merah" dan orang-orang yang akan dipindahkan tetap belum dikonfirmasi; 

• Disetujui untuk memperkuat koordinasi pemangku kepentingan dan meningkatkan manajemen 
data dan sistem informasi provinsi melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATINA). Ini akan 
mencakup pengembangan portal elektronik kolaboratif di mana semua data dan informasi yang 
berkaitan dengan kegiatan pemulihan akan diterbitkan, diperbarui secara berkala, dipantau, 
dan disediakan untuk umum; 

• CERC yang diaktifkan dalam NSUP akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan 
mendesak, serta “dana penghubung” untuk beberapa kegiatan persiapan CSRRP; dan 
kegiatan yang dibiayai harus diselesaikan pada bulan April 2020; 

• Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Palu, Sigi dan Doggala) meminta dukungan dari 
PUPR untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang 
ditugaskan. Fasilitator yang terlatih akan membantu memperkuat kapasitas pemerintah daerah 
dalam menemani dan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, khususnya mereka yang 
memilih pemukiman kembali. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat untuk rekonstruksi 
perumahan harus dipertimbangkan untuk mempromosikan kepemilikan perumahan dan 
penerimaan tapak, desain, dan bahan bangunan yang disepakati; 

• Uji tuntas kelayakan lahan untuk Proyek perlu menangani aspek hukum dan teknis, serta 
“penelusuran lapangan” untuk mengidentifikasi penggunaan lahan aktual dan klaim apa pun. 
PUPR diharapkan untuk mengkonfirmasi status “bersih dan jelas” untuk setiap situs Huntap 
yang diusulkan, didukung oleh bukti status tanah dengan dasar hukum yang dapat diterima 
dan identifikasi risiko, sebelum kegiatan konstruksi dimulai dan; 

• Sementara CERC akan menyediakan dukungan penghubung untuk kegiatan persiapan 
CSRRP, CPMRP CPMR perlu mempercepat proses rekrutmen untuk memobilisasi NMC dan 
TMC pada Desember 2019. 

Konsultasi lebih lanjut dipertimbangkan pada topik-topik khusus seperti untuk Protokol Operasi Standar 
(SOP) dan kode bangunan untuk mempromosikan kepatuhan untuk rekonstruksi ketahanan bangunan 
publik seperti sekolah, rumah sakit dan gedung pemerintah yang memenuhi persyaratan ESS, 
pengolahan air limbah (menggunakan bio- septic tank), dll. 
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Karena sensitivitas konteks pasca bencana di mana proyek akan dilaksanakan, pelibatan masyarakat 
akan dilakukan setelah opsi relokasi, termasuk hak, telah dikonfirmasi untuk meminimalkan 
kebingungan publik dan implikasi sosial lainnya. Konsultasi tersebut akan dilakukan oleh tim fasilitator 
dalam proses LARAP. 

Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk LSM/CSO dan lembaga pemerintah 
lainnya serta mitra pembangunan akan terus ditinjau kembali selama implementasi proyek untuk 
mendorong kolaborasi dan saling melengkapi. 

Konsultasi publik untuk proyek akan mengikuti prinsip-prinsip yang inklusif, partisipatif, dan transparan, 
dan diuraikan dalam Tabel 6-1. 

Tabel 6-1 Rencana Konsultasi Publik 
Tahap 
Proyek 

Topik Konsultasi Metode Target grup Jangka waktu Penanggung 
Jawab 

Sebelum 
Efektivitas 
Pinjaman 

Desain proyek dan 
pemilihan lokasi dan 
fasilitas 

Lokakarya 
dan Diskusi 
Kelompok 
Fokus (FGD) 

NSUP PMU, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, LSM 

Tentatif 
(sebelum 
September 
2019) 

PUPR (DJCK 
dan DJBM dan 
Gugus Tugas 
untuk 
Rekonstruksi 
Sulawesi 
Tengah)) 

Kerangka Kerja 
Pengelolaan Lingkungan 
dan Sosial, termasuk 
FGRM 

Lokakarya 
dan Diskusi 
Kelompok 
Fokus (FGD) 

NSUP PMU, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
LSM/CSO 

Juli 2019 PUPR (DJCK 
dan DJBM dan 
Gugus Tugas 
untuk 
Rekonstruksi 
Sulawesi 
Tengah)) 

Panduan/pedoman 
teknis yaitu rekonstruksi/ 
rehabilitasi fasilitas 
umum, relokasi, 
manajemen keuangan 
dan pengadaan dll.  

Lokakarya NSUP PMU, 
lembaga 
pelaksana, 
Kementerian 
Keuangan, 
Bappenas, 
lembaga 
pemerintah 
daerah 

Tentatif 
(sebelum 
September 
2019) 

PUPR (DJCK 
dan DJBM dan 
Gugus Tugas 
untuk 
Rekonstruksi 
Sulawesi 
Tengah)) 

Pembaruan pada 
Rencana Keterlibatan 
Pemangku Kepentingan 
(SEP) proyek 

Implementasi 
proyek 

NSUP PMU, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
LSM/CSO, 
dan 
perwakilan 
masyarakat 
(jika situasinya 
kondusif) 

Tentatif 
(sebelum 
September 
2019) 

PUPR (DGHS 
dan DGHP) 
dengan 
bantuan dari 
fasilitator 
masyarakat 
(dalam NSUP) 

Implementasi 
proyek 

Izin lingkungan untuk 
fasilitas umum dalam 
komponen 2 (misal, 
AMDAL dan/atau 
UKL/UPL) 

Lokakarya, 
FGD 

Instansi 
pemerintah 
daerah, 
LSM/CSO 

Sebelum 
konstruksi 
(mengikuti 
efektifitas 
pinjaman) 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 
dengan 
dukungan dari 
badan 
lingkungan 
hidup daerah 
(DLH) 

Pemilihan fasilitas sub-
proyek, termasuk 
penempatan kembali 
(Komp 1) 

Lokakarya, 
FGD 

Instansi 
pemerintah 
daerah, 
administrator 
fasilitas 

Sebelum 
konstruksi 
atau mengikuti 
identifikasi 
lokasi untuk 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 
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fasilitas yang 
dipindahkan 

Perencanaan relokasi 
masyarakat (Komp 2) 
sebagai bagian dari 
proses LARAP 

Lokakarya, 
FGD 
pertemuan 
komunitas 

Instansi 
pemerintah 
daerah, 
LSM/CSO, 
masyarakat 
sasaran 

Sebelum 
konstruksi 
(mengikuti 
identifikasi 
lokasi) 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 
dengan 
bantuan dari 
fasilitator 
masyarakat 
(dalam 
proyek) 

Uji tuntas kelayakan 
lahan 

Lokakarya 
dan 
investigasi 
lapangan 

Badan 
Pertanahan, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
LSM/CSO, 
perwakilan 
masyarakat 

Sebelum 
konstruksi 
(mengikuti 
proposal 
lokasi) 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 
dengan 
bantuan dari 
fasilitator 
masyarakat 
(dalam 
proyek) 

Pembaruan pada status 
proyek 

Lokakarya 
dan FGD 

Mitra 
pemerintah 
pusat, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
perwakilan 
masyarakat, 
LSM/CSO 

Berkala 
(selama 
implementasi 
proyek) 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 

Penyelesaian 
proyek/sub-
proyek 

Serah terima dan 
evaluasi proyek 

Lokakarya 
dan FGD 

Mitra 
pemerintah 
pusat, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
perwakilan 
masyarakat, 
LSM/CSO 

Setelah 
konstruksi 
selesai dan 
inspeksi akhir 

PMU (DJCK 
dan DJBM) 

Evaluasi pasca relokasi Lokakarya 
dan FGD, 
penilaian 
lapangan 

Mitra 
pemerintah 
pusat, 
lembaga 
pemerintah 
daerah, 
perwakilan 
masyarakat, 
LSM/CSO 

Pemantauan 
berkala 
setelah 
relokasi 

PMU (DGHS 
and DGHP) 
with support 
from a third-
party 
monitoring 
team 

 

6.2 Pengungkapan Informasi 
ESMF harus diungkapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebelum Efektivitas Pinjaman. 
Instrumen manajemen lingkungan & sosial seperti AMDAL/UKL-UPL, LARAP, ESMP, dan C-ESMP 
akan diungkapkan kepada publik dalam Bahasa Indonesia setidaknya 10 hari kerja sebelum konsultasi. 
Instrumen tersebut harus diperbarui dan diungkapkan kembali untuk mencerminkan pandangan dan 
kekhawatiran pemangku kepentingan; dan risalah konsultasi terperinci dan dokumentasi harus 
disediakan sebagai lampiran dokumen. Instrumen lingkungan & sosial yang relevan akan diungkapkan 
oleh PUPR melalui platform berikut: 

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan https://www.pu.go.id. Halaman web spesifik 
akan dibuat pada awal proyek. 

b. Kantor Proyek, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan 12110. T: (021) 7228497; informasi@pu.go.id. 
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Bank Dunia akan mengungkapkan ESMF dan instrumen-instrumen lingkungan & sosial yang relevan 
melalui Image Bank setelah otorisasi dari PUPR. 
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7 MEKANISME UMPAN BALIK DAN PENANGANAN 
KELUHAN 

Tujuan dari Mekanisme Penanganan Keluhan (FGRM) adalah untuk menyediakan mekanisme terpusat 
untuk Proyek yang memenuhi persyaratan lingkungan & sosial. 

FGRM menguraikan proses untuk mendokumentasikan dan menangani keluhan-keluhan proyek yang 
mungkin diajukan oleh orang-orang yang terkena dampak atau anggota masyarakat mengenai kegiatan 
proyek tertentu, kinerja lingkungan dan sosial, proses keterlibatan, dan/atau dampak sosial yang tidak 
terduga akibat dari kegiatan proyek. Ini menjelaskan ruang lingkup dan langkah-langkah prosedural 
dan menentukan peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. FGRM dapat direvisi berdasarkan 
pengalaman dan umpan balik dari para pemangku kepentingan. 

FGRM yang digunakan dalam proyek ini akan dibangun berdasarkan mekanisme yang ada yang 
ditetapkan dalam proyek Kota Tanpa Kumuh (NSUP). Pedoman Teknis/Prosedur Operasional Standar 
(SOP) yang ada, materi pelatihan dan sosialisasi, dan protokol dokumentasi keluhan di situs web 
Proyek akan diadopsi dan dimanfaatkan untuk CSRRP, termasuk manajemen data berbasis web 
NSUP. 

FGRM terbuka untuk umum dan diedarkan secara luas untuk memastikan semua pemangku 
kepentingan mengetahui proses untuk mendokumentasikan dan menyelesaikan keluhan yang timbul 
dari pekerjaan proyek. 

 
Gambar 7 1: Struktur Organisasi FGRM 

 

Berbagai platform untuk pengaduan akan disediakan dalam proyek, dengan mengakui potensi kendala 
di antara para korban bencana, khususnya kelompok rentan, dalam mengakses saluran formal. Saluran 
utama meliputi: i) buku pengaduan atau kotak pengaduan di kantor BKM, kantor proyek, kantor 
pemerintah daerah atau kantor nasional; ii) telepon, pesan teks, dan faksimili kepada staf proyek, 
pemerintah daerah atau saluran nasional (+62817148048); iii) surat (alamat nasional adalah PO BOX 
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2222 JKPMT); iv) email (ppm@p2kp.org) dan ruang pengaduan online di situs web Proyek 
(http://www.p2kp.org/pengaduan.asp?catid=1); v) laporan audit dari berbagai auditor, dll. Informasi 
tentang saluran ini akan diberikan kepada publik, termasuk semua orang yang terkena dampak 
bencana. 

Dalam komponen 1, peran tim fasilitator akan sangat penting untuk memfasilitasi keterlibatan dengan 
masyarakat sasaran, termasuk menangani umpan balik dan potensi keluhan dan/atau merujuk keluhan 
ke penyedia layanan yang tepat, misalnya, dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender/Eksploitasi dan 
Pelecehan Seksual (GBV/SEA - lihat Lampiran 11). Dalam kedua komponen, konsultan pengawasan 
(TMC) dalam pengawasan dari NMC akan secara proaktif mencari pandangan penerima manfaat 
sasaran dan orang-orang yang berpotensi terkena dampak, terutama masyarakat tuan rumah di mana 
pekerjaan konstruksi akan ditempatkan, dan mendokumentasikan keluhan potensial yang mungkin 
timbul tetapi mungkin tidak dilaporkan. Prosedur pengaduan terkait perburuhan dijelaskan lebih lanjut 
dalam Lampiran 9. 

Dalam hal struktur organisasi FGRM, petugas penanganan keluhan akan direkrut dalam NMC untuk 
mendukung manajemen keluhan di PIU provinsi. Petugas FGRM ini akan didukung oleh FGRM PIC 
untuk setiap komponen dan bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi sehari-hari. Ia akan 
bertanggung jawab atas dokumentasi sistematis keluhan yang dilaporkan/diidentifikasi; dan 
mengomunikasikan kemajuan dan status resolusi pengaduan ke CPMU dan Bank Dunia. 

Mengakui bahwa pemerintah kabupaten dan kota akan memainkan peran kunci dalam pengembangan 
Pengadaan Tanah dan Perencanaan Relokasi dalam hal konsultasi penerima manfaat, pemilihan, 
kompensasi untuk pemilik/pengguna lahan (dalam kasus pembebasan lahan untuk relokasi satelit), 
transisi dan dukungan relokasi, dan dukungan pemulihan mata pencaharian; PIC/tim kerja untuk 
mengoordinasikan proses penanganan pengaduan akan dibentuk. Tim ini akan didukung oleh 
petugas/konsultan penanganan pengaduan dari NMC. 

Di tingkat lokasi/masyarakat, tim fasilitator akan memainkan peran penting dalam 
menghubungkan/berhubungan dengan lembaga terkait di tingkat kabupaten dan kota serta PIU 
Provinsi. Fasilitator ini akan memiliki kontak langsung dengan petugas FGRM di PIU Provinsi. Dalam 
komponen 2, setiap kontraktor akan menunjuk PIC untuk FGRM, termasuk menangani keluhan untuk 
tenaga kerja, dan akan memiliki komunikasi langsung dengan petugas FRGM di PIU Provinsi. 
Konsultan pengawasan, serta petugas FGRM di PIU Provinsi, akan mendokumentasikan dan 
melaporkan setiap keluhan kepada kontraktor dan lembaga terkait. Proses penanganan FGRM tingkat 
proyek diilustrasikan pada Gambar 7 2. 

Masyarakat dan individu yang meyakini bahwa mereka terkena dampak negatif dari suatu proyek atau 
sub-proyek yang didukung oleh Bank Dunia juga dapat mengajukan pengaduan kepada Layanan 
Penanganan Keluhan (GRS) Bank Dunia. GRS memastikan bahwa pengaduan yang diterima segera 
ditinjau untuk mengatasi masalah terkait proyek. Komunitas dan individu yang terkena dampak proyek 
dapat mengajukan keluhan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia yang independen, yang menentukan 
apakah kerusakan terjadi, atau dapat terjadi, sebagai akibat dari ketidakpatuhan Bank Dunia dengan 
kebijakan dan prosedurnya. Pengaduan dapat diajukan kapan saja setelah kekhawatiran disampaikan 
langsung kepada Bank Dunia, dan Manajemen Bank telah diberi kesempatan untuk merespons. Untuk 
informasi tentang cara mengajukan keluhan kepada GRS Bank Dunia, silakan kunjungi 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
Untuk informasi tentang cara mengajukan keluhan ke Panel Inspeksi Bank Dunia, silakan kunjungi 
www.inspectionpanel.org.  
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Gambar 7 2: FGRM tingkat proyek 
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